
seluruh aparatur penyelengga.a pemerintahan daerah bersama seluruh masyarakat Sulawesi

Tenggara.

Untuk itu maka pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang te.tuang dalam

RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2013 ini akan direatisasikan dengan pendekatan lintas

pembiayaan, baik dengan sumber dana APBD, APBN maupun sumber-sumber dana lainnya

termasuk sumber-sumber pembiayaan masyarakat dan sektor swasta/dunia usaha.

Oleh karena atu, dukungan dan parttsipasi segenap komponen masyarakat Sulawesi

Tenggara dalam melaksanakan pembangunan daerah akan sangat berarti dalam rangka

mewujudkan amanat yang luhur yang dikandung oleh RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2irod

20'13 ini.

Kendari, September 2008

TENGGARA

Menimbang

Mengingat

@
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 8 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

2

3

b

1.

bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
kelentuan Pasal 15'l ayal (1) Pe.aluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
lentang Pengelolaan Keuangan Daerah seda dalam |angka rnewujudkan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang eFisien, efeklif, lransparan, akuntabel
dan partisipatif, pedu mengalur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa Peraluran Daerah No. 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan dan tuntu(an Peraluran Penrndang - Undangan dibidang
Ket/angan sehingga pe.lu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok
Pengelolaan Keuangan Daeaah.

Undang-Undang Nomor'13 Tahun 1964, lentang Penetapan Peraluran
Pemerinlah Penggantj Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Ienlang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi utara-
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan -Tenggara (Lembaran
Nega.a Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 42E6);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Nega.a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo.5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repliblik Indonesia Ndmor
4389) : 293
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5. Undang-Undang l' -,or 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengeroraan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ:t
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepuL,,,.Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem perencanaan
Pembangunan Nasionar (Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
4421) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daeran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437\
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang_Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang_Undang
Nomor 32 Tahun 2O04 lentang pemenntahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomof 4844);

S.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Neqara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor Z1'O.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);

10. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 2 j
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nor,. .

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimban.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanQ Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

'16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4816);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara.

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lernbaga teknis Daerah Provinsi Sulawest
Tenggara.

291 2\)5



MenetaPkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang

mempuyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan
dan kepentingan Masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Peruvakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keuangan Daerah adalah sedrua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pela-ksanaan, penat5usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan

Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

teuJngan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh.Pemerintah

Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Biaya penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.
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1t. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena
Jabatannya mernpunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan
Daerah.

12. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Biro
Keuangan atau Kepala BPKD yang mempunyai tlgas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak selaku Bendahara Umum Daefah.

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk
dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

'14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak date..
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum
Daerah.

'16 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanlutnya drsingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Kant(,f
yang merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Oaerah selaku pengguna anggaran/barang
darvatau menerima, memungut pendapatan Daerah yang ada dalam penguasaannya.

17. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melakukan satu atau beberapa program.

18. Kepala Biro Keuangan adalah PPKD.
'19. PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPIK adalah pejabat pada Unii
Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuaidengan
bidang tugasnya.

21. Pengguna anggaran adalah Pe.iabat Pemegang Kewenangan Pengguna anggaran untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsiSKPD.

23. Pengguna Earang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan barang milik daerah.

24. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala
Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
oaeran.

25. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluar.an daerah pada Bank yang ditetapkan.

26. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menaiausahakan, dan mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

27. Bendaha? Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menalausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPO.

28. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

29. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

30. Pendapatan Daerah adalah hak Peme.intah Oaerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan Daerah.

31. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai
kekayaan bersih.

32.

u.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah

Pembiayaan Oaerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang be|sangkutan maupun

pada tahun-tahun berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih Lebih

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

Sisa Kurang Perhitungan Anggaran yang selaniutnya disingkat SIKPA adalah selisih kurang

realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu (1) periode anggaran

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah

ua;g atau meneima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani

kewajiban untuk membayar kembali.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaGn berdasarkan

kebiiaibn deng-an pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam

peripektif lebih dari satu tahun angglran dengan mempertimbangkan inplikasi biaya akibat

Leputusan yang bersangkutan pada t-hun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

Prakiraan Maju (fo.wad estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya d;ri iahun yang di.encanakan guna memastikan kesinambungan prog'am dan

kegiab; yang telah diselujuidan menjadidasar penyusunan anggaran tahun berikutnya

Kine.ia adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan

dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualatas yang terukur'

Penganggaran terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang

dilak-uk;- secara terintegrasi untuk aeluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasidana

Urusan Pemerintahan adalah fungsi - fungsi pemerantahao yang menjadi kewenangan

Pemerintahan Daerah Provinsi dalam rangka melindungi, melayani, memberdayal'an dan

menseiahterakan

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentll yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai tuiuan pembangunan nasronal

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih

kegialan dengan minggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan misi SKPD.

Keaiatan adalah bagian darl program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerla pada

Sf'pO seoagai bagLn dari pencipaian saiaran terukur pada suatu program dan terdiri dar'

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa. peronal (sumber daya

manusia). barang mod;l termasuk peralatan dan teknologi' dana atau kombinasi dari beberapa

atau keiemua lenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan

keluaran (output) dalam bentuk barang4asa

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan da[i suatu program atau keluaran yang

diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh.kegiatan yang dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian sasaran dari tujuan program dan kebUakan

Hasil (outcome) adatah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu Program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dae.ah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen perenc€naan untuk periode 5 (lima) tahun

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah' selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), ad;lah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun'

36.

38.

39.

43

44.

47.
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51

52.

53.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selaniutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokuir,rr.
perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang

diperlukan untuk melaksanakannya.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang me] u?r
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan seda asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu)tahun.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasaf
pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksaaan kegiatan/bendahara pengeluaran untok
mengajukan permintaan pembayafan

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang dtgunakan /

diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen y-',e
diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas

beban pengelua.an DPA-SKPD kepada pihak ketiga

Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam

melaksanakan kegiatan operasional sehari-han.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna angga.an kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan

SP2D yang dipergunakan sebagai uang pe.sediaan untuk mendanai kegaatan operasional kantor

sehari-hari.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selaniutnya disingkat SPM-GU adohh
dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk peneil l'31

SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk menggant' uang

persedaaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU

adalah dokumen yang iliterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa p€ngguna anggaran untuk

penerbitan sP2D ;taJbeban pengeluaran oFn-sfpo, karena kebutuhan dananya melebihi dari
jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuaidengan ketentuan

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pada Pemeranlah Dae.ah dan/atau hak

Pemerlntah Daerah yang dapat dinllai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewaiiban

Pem;rintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan pefaturan perundang-

undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan

dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

6'r

63.

64.

66.
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67. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang

berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi
melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk rnenjamin agar p€laksanaan

keb0akan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-

undangan.

68. K€rugian Dae.ah adalah kekurangan uang, surat berha.ga, dan barang yang nyata dan pasti
jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja mapun lalai

69. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada

SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan daiam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktifitas.

70. Su.at Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyalakan
tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaidasar penerbitan SPP

71. lnvestasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomjs seperti bunga'
deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

72. Rencana kerja dan anggaran Peiabat Pengelola Keuangan Daerah yang selaniutnya disingkat
PPKD adalah rencana ke.ja dan anggaran Biro Keuangan selaku Bendaha Umum Daerah.

73. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran biro keuangan selaku bendahara
umum oaeran.

Bagian Kedua

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi :

a. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan rekibusidaerah serta melakukan pinjaman i

b. Kewajiban oaerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar

tagihan pihak ketiga i

c. Penerimaan Daerah:

d. Pengeluaran Daerah,

e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiriatau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,

barang, serta hak-irak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
gada perusahaan daerah ;

f. Kekayaan pihak tain yang dikuasaioleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan ugas
pemerinlahan daerah dan/atau kepentlngan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;

b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;

c. asas umum dan struktur APBD ;



d.

t.

s.
h.

I

I.

k.

L

m.

n.

o.

penyusunan RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
penyusunan dan penetapan APBD;
pelaksanaan dan perubahan APBD :

pengelolaan kas umum daerah ;

penatausahaan keuangan daerah ;

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

akuntansi keuangan daerah ;

pengendalian deisit dan penggunaan surplus APBD;

pengelolaan piutang daerah;

p€ngelolaan investasi daerah;

pengelolaan barang milik daerah;

pembinaan dan pengawasan, Pengelolaan Keuangan daerah ;

p. k€rugian daerah ;

q. pengelolaan keuangan BLUD.

r. kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dan

s. kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Ketiga

Asas Umum

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pa3al4

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, eflsaen,
ekonomis. efektif, lransparan, dan bertanggungjawab deogan memperhatakan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Secara tertib sebagaimana damaksud pada ayat (1) adalah bahwa Pengelolaan Keuangan
Daecah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang
setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Oaerah.

Taat pada peraturan perundang - undangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) adalah
bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada paeraturan perundang -
unoan9an.

E ektjf sehagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan pencapaian hasil program dengan
target yang telah ditefapkan, yailu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapian keluaran yang maksimum
dengan masukan terlentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran
terlentu.

Ekonomis sebagaimana dimaksud dengan ayat ('l)merupakan pemerolehan masukan dengan
kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang keuangan daerah.

(1)

(2)

(3)

(41

(5)

(6)

(7)

t0l l{ r2

(8)

(e)

(10)

Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewaiiban

-""or""ig i'ntrt .".pjrt"nggunjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanian kebijakan yang bipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan

Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesermbangan distribusi kewenangan

dan pendanainnya dan/atau keseimbangan drstribusi hak dan kewajiban berdasarkan

pertimbangan yang obyektif .

Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu slt(ap yang

dilakukan dengan wajar dan proporsional

Manfaat untuk masyarakat sebagaimana djmaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan

daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam satLl sistem yang terrntegrasi yang

oiwu'iudkan dalam APBo yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun melalui slstem perencanaan

yang kemudia-n dilaksan;kan, ditatausahakan, djlaporkan dan dipertanggungjawabkan dengan

carJ tertentu serta dapat disepakati sebagai alat pengendalian dan pengawasan penggunaarl

dana.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pemegang Kekuasaan

Psngelotaan Keuangan Oaerah

Pasal 6

Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan

ieuangan oaerat aan mewakiti pemefintah Daerah datam kepemilikan Kekayaan Daerah yang

dioisahkan;

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyal xewenangan :

a. menetapkan kebiakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;

c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/ba€ng ;

d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

e. menetapkan pejabat yang bertufras melakukan pemungutan penerimaan daerah:

f. menetiapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;

g. meneiapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah:

(1 1)

(1)

(2)

(1)

(21



h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintilika:
pemoayaran

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) melimpe,\kan
sebagian atau seluauh kekuasaan kepada :

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b. Kepala Biro Keuangan selaku PPKD;
c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah ;

Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Daerah
bertindak selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daetah.

Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kedua

Koordinalor Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
mempunyai tugas koordinasi dibidang :

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengeloiaan APBD;
b. penyusunan dan pelaksanaan kebajakan Pengelolaan Barang Daerah;
c penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD ;

e. tugas-tugas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat Pengawas Keuangan
Daerah : dan

f. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Selain tugas{ugas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l} Koordinator Pengelolaan Keuanga.
Daerah juga mempunyai tugas :

a. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah ;

b. menyiapkan Pedoman pelaksanaan APBD;
c. menyiapkan pedoman peogelofaan barang daerah | -

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD ; dan

e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Gubemur.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) dan ayat (2) kepada Gubernur.

(4)

{1)

\2)

(3)

(1)

Bagian Ketlga
Peiabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal I
Kepala Biro Keuangan selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. melaksanakan fungsiBendahars Umum Daerah;

d menyusun laporan Keuangan Oaerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD: dan

e melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD beMenang:

a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:

b. mengesahkan DPA-SKPD ;

c melakukan pengendalian pelaksanaan APBD:

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah 
'

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga

keuangan lainnya yang telah ditunjuk ;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;

g menyimpan Uang Daerah:

h. menetapkan SPD;

i. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menatiausahakan Investasl;

j melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban

rekening kas umum daerah :

k menyiapkan pelaksanaan piniaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah:

I melaksanakan pemberian pinjaman atas nama peme.intah daerah ;

m melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n. melakukan penagihan piutang daerah ;

o. melaksanakan sistem akuntansidan pelaporan keuangan daerah 
'

p. menyajikan informasi keuangan daerah;

12)

(1)

(2)

Pasal 9

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku kuasa BUD;

Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

menunjuk pejabat

dengan Keputusan

Gubernurl

(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyiapkan anggaran kas :

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan €P2D; dan

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga

laannva:

103 i( )-t



f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBDi
g. menetapkan SPD;
h. menyimpan uang daerah;
i melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatiausahakan atas beban

rekening kas umum daerah;
j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas

rekening kas umu daerah;
k melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Oaerahi
l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah:

m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n. melakukan penagihan piutaog daerah.

(4) Kuasa BUD bertanggungjawab kepada PPKD.

Pa6al 10
Pelimpahan wewenang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dapat dilimpahkan
kepada pejabat lainnya dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Earang

Paaal ll
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna

Barang bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

(21 Pejabat pengguna anggaran / pengguna barang daerah mempunyaitugas dan wewenang r

a. menyusun RKA-SKPD ;

b. menyusun DPA SKPD ;

c melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran alas beban anggaran belanja ;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakanpemungutan pendapatandaerah ;

g. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggarirn yang
telah ditetapkan ;

h. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;

i. mengelola barang milik Daerah / Kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPO
yang dipimpinnya ;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ;

m. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretans
Daerah.

n. Melaksanakan pemungutan pendapatan Daerah yang ditetapkan sesuai Peraturan
Perundang-Undangan.

Paoal 12

(1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian
kewenangan kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna

anggaran/pengguna barang.

12) Pelimpahan sebahagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur atas usulkepala SKPD.

(3) Penetapan kepala unit kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) berdasarkan
pertimbangan tingkatan daerah besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola b€ban
kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya

(4) Kuasa pengguna anggaran bertanqgungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna

anggaran / pengguna Darang.

Baglan Kelima
Peiabat Pelaksana Tekni6 Kegiatan SKPD

PaEal 13

(1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan

kegiatan dapat menunjuk pejabat struktural pada unit kerja SKPD selaku PPTK

(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) mempunyai tugas mencakup :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

(3) Dokumen anggaran sebagaimana paCa ayat (2) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan
mapupun dokumen administrasi yang te*ait dengan persyaratan pembayaran yang ditelapkan
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasl 13 ayat (1) berdasarkan pertimbangan' 
kompelensi jabatan anggaran kegiatan, beban ke.ja. lokasi dan/atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.

(2) PPTK bertanggungjawab kepada pejabat pengguna angga.an/l(uasa pengguna anggaran.

Baglan Kegnam
Polabat Penatausahaan Kouangan SKPD

Pasal 15

(1) Untuk melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD.

kepala SKPO menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsitata usaha keuangan pada SKPD

sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

(2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) memp! ;.i'
tugas :

a. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;

b. meneliti ketengkapan SPP-UP, SPPGU dan SPP-TU yang diajukan oleh ber"r- 1

pengeluaran .

c. menyiapkan SPM ; dan
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d. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

e. melakukan verifikasi harian atas frenerimaan:
I menyiapkan hporan keuangan SKPD.

(3) Pejabat p€natausahaan keuangan SKPD tidak boteh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau ppTK.

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

Baglan Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran

P66al 16

Gubernur atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD.

Gubernu. atas usul PPKD mengangkat bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggarao belanja pada SKPD.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( t, dd,
ayat (2) adalah pejabat fungsional.

Dalam hal Bendahara sebagai pejabat fungsional dilarang metakukan kegiaian secara langsung
maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekeriaan pemborongan dan penjualan iasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut, serta
menyimpan pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggungjawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD dan Pertanggungjawaban sec€ra
administrasi kepada SKPDnya.

(2)

(3)

(4)

BAB IV
ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Baghn Portama
Arar Umum APBD

Pa8.l l7
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan
pendapatan daerah.

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD datam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyaEkat untuk tercapainya tuiuan bemegara.

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Semua penerimaan yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APBD.

(1)

P.ral l8
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan
strabilisasi.

(21 Fungsi otodsasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung arti bahwa At,!
Daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan b€lanja pada tahun ,-,s
bers3ngkutan.

(3) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung arti bahwa Anggaran
Daerah menjadi pedoman bagi manaieman dalam merenc€nakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) mengandung arti bahwa Anggaran
Daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Oaerah sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(5) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung arti bahwa Anggaran
Oaerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya. serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian

(6) Fungsi diskibusi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) mengandung arti bahwa kebijakan
Anggaran Daerah ha.us memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

(7) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengandung arti bahwa Anggaran
Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan
f undamental perekonomian

Pasal l9
(1) Penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) merupakan perkiraan yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerlmaan
yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pa6al 20

(1) Pengelua.an Dae.ah terdiridari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah

(21 Belanja oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran

daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar .elatif dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat tanpa dikskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pengeluaran yang akan
diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan mapun pada tahun-tahun
anggaran berikutnYa.

Pa3al 21

Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harus didukung dengan adanya

kepastian tersedianya penerimaan dalam iumlah yaog cukup.

Pasal22

(1) Pendapatan, Betanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD harus

berdasarkan pada kelentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Seluruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dianggarkan secara
bruto dalam APBD.

Paaal 23

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa I (satu) tahun anggaran

terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desembe..
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(2)

(3)

(1)

(1)

ff:;:,#;;
Pasal 24

Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

b belanja Daerah , dan

c. pembiayaan Daerah

Skuktur APBD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusah
Pemerintahan Daerah dan o.ganisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urus.il-
pemerintahan tersebut sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang bedaku.

Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat lll huruf a meliputi semua
penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana,
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak pedu dibayar kembali oleh
daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayal (1) huruf b meliputi semua
pengeluaran dari rekening Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan Kewa.ilban
Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
daerah.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) hu.uf c meliputi semua
transaksi keuangan untuk menutup devisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal26

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayal (1) huruf a drinci mer,ur!,r
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan rincian obyek
penoapatan.

Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b dirinci menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian
obyek belanja.

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf c dirinci menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Kelompok, Jenis, Obyek dan Rincian obyek
pembiayaan.

(1)

(2)

(3)

(21

(3)

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal27

Pendapaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. pendaoatan asli daerah ;

b. dana perimbangan idan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 28

(1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah d ibagi menurut jenis pendapatan yang tefdifi atas

a) pajak daerah,

b) retribusidaerah ;

c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d) lain-lain pendapaian aslidaerah yang sah.

(2) Jenis Pajak Daerah dan Retrabusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dirinci menurut obyek peodapatan sesuai dengan undang-undang tentang Pajak Daerah
dan RetribusiDaerah.

(3) Jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yarlg dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

a) Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Malik Daerah/BUMD.

b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BuMN; dan

c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.

(4) Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat('1)hurufd
disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam ienis Pajak
Daerah, Retribusi Oaerah, dan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan meliputi :

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunal atau
angsuran/cicilan;

b. Jasa Giroi

c. Pendapatan Bunga:

d. Penerimaan atas tuntutan gantikerugian daerah;

e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

f. Penerlmaan keuntungan dari selisih nilal tukar rupiah dari terhadap mata uang asing;

g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeriaan;

h. Pendapatan denda pajak,

L Pendapatan denda retribusi.

i. Pendapatian hasil eksekusi atas Jaminan;

k. Pendapatan dari pengembalian;

L Fasilitas sosial dan fasilitas umum:

m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
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n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD);

o. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 29

(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurutjenis pendapatan yang terdiri atas:

a. Dana Bagi hasil,

b. Dana Alokasi Umum: dan

c. Dana Alokasi Khusus.

\2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup.

a. Bagi hasal pajak; dan

b. Bagi hasil bukan pajak.

(3) Jenis dana alokasiumum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum

(4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan
oleh pemerjntah.

Pasal30

Kelompok lainlain pendapatan daerah yang sah dibagimenurutjenis pendapatan yang mencakup:

a. Hibah berasal dari pemerintah. pemerintah dae.ah lainya, Badan/lembaga/organisasi swasta
dalam negeri, kelompok masyarakauperorangan, dan lembaga luar negeriyang tidak mengikat;

b. Dana darurat da.i pemerintah dalam rangka penanggulangan korban /kerusakan akibat
bencana alam;

c. Dana bagi hasildari Propinsi kepada Kabupaten/Kota;

d. Dana p€nyesuaian yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan

e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 31

Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 hurut a adalah Penerimaan Daerah yang berasal
dari Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Negara Asing, Badan/ Lembaga internasional,
pemerintah, Badan/ Lembaga Dalam Negeri atau perorangan, baik dalam bentuk Devisa, R piah
maupun barang danlatau jasa termasuk tenaga ahlidan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 32

(1) Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lai!-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah yang ditransfer langsung ke Kas Daerah, Dana Perimbangan dan lainlain
Pendapatan Daerah yang sah yang dianggarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi Daearah, Komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan dan
hasil pemantaatan atau pendayagunaan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
penguasaan pengguna anggaran/ barang dianggarkan pada sKPo.

(1)

Bagian Ke€mPat
Belania Dasrah

Pasal 33

Belanja Oaerah sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 11, huruf b digunakan dalam rangka
mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Propinsi yang terdiri
dari urusan wajib, u.usan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Dae.ah atau
antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Eelanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diptioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyafakat dalam upaya memenuhl
kewajiban Daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak mengembangan sistim iaminan sosial

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (2) diwujudkan
melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal34

Klasifikasi Belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dlmaksud pasal 33 ayat (1)

terdki dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana tersebut pada pasal 33 ayat (2)

mencaKup:

l. pendidikan;

2. kesehatan;

3. pekerjaan Umuml

4. Perumahan Rakyat;

5. penataan Ruang;

perenc€naan Pembangunan;

perhubungan;

lingkungan hidup;

penananan:

kependudukan dan c€tatan sipil:

I l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

12. keluarga berencana dan keluarga seiahtera:

13. sosial ;

14. ketenagakerjaan;

15. koperasidan usaha kecildan menengah:

16. penanaman modal;

17. kebudayaan;

18. kep€,mudaan dan olahraga;

19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah' perangkat

daerah, kepegawaia n dan persandaan;

21. pemberdayaan masyarakat dan desa;

\2)

(3)

(1)

\2)

6.

7.

E.

9.

t0.
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22. statistik:

23. kearsipan dan ;

24. perpustakaan;

25. komunikasidan informatika ;

26. ketahanan pangan.

(3) Klasifikasi belanja menurut urusan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. Kelautan dan Derikanan:

2. Pertanian

3. Kehutanan

4. Energi dan sumberdaya meneral;

5. pariwisata:

6. Industri;

7. Pedagangan; dan

8. Ketransmigrasian.

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penangannnya dalam bagian atau bidang lertentu
yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan ketentuan perundang-undanagn dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang
daklasifikasi menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 35

Klasifikasi belaoja menurut fungsi yang digunakan untuk
pengelolaan keuangan negara terdiri dari .

a. perayanan umum

b. ketertiban dan ketentraman ;

c. ekonomi;

d. lingkungan hidup;

e. perumahan dan fasilitas umum;

f. kesehatan;

g. pariwisata dan budaya;

h. pendidikani dan

i. pedidungan sosial.

tujuan keselarasan dan keterpaduan

Palal 36

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) disesuaikan
dengan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tala kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rdii)-.
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi ddn
tata kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tata keria Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesl
Tenggara.

lll

P.3al 37

Klasitikasi belanja menurut program dan kegialan sebagaimana dalam pasal 26 ayat 2 disesuaikan
dengan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Pa6al 38

(1) Belanja menurut kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal26 ayat (2) terdiridari :

a. belanja tidak langsung ;dan
b. belanja langsung.

(21 Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayal {1) huruf a merupakan
belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja
yang dianggarakan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf I
Belanja Tidak Langsung

Pa6al39

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a dibagi
menurut jenis belanja yang terdiri dari :

a. Belanja pegawai:

b. Bunga;

c. Subsidi;

d. Hibah;

e. Bantuan sosial:

f. Belanja bagi hasil;

g. Bantuan keuangan; dan

h. Belanja tidak terduga.

Pasal ,10

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a merupakan belanja
kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjang?n, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

12) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Gubernur dan Wakil Gubernur serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
sesuaidengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

(3) Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap sebagai kompensasi pekerjaan yang
dibebankan kepada yang bersangkutan.
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Pasal41

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasiran kepada pegawai Negerasipirdan
Pegawai Tidak Tetap berdasarkan pertimbangan yang obyektif Oengan mempsrh3li[a;
kemampuan keuangan daerah dan memperoreh persetujuan opno sesuai xetentuin
perunoang-unoangan.

(2) Persetujuan DPRD dimaksud pada ayat ('t) dilakukan pada pembahasan KUA
(3) Iambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drbenkan datam ranoka

peningkatan kesejahteraan pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertrmbangan yang obye"ktf
terhadap beban kerja alau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan protesi'atau
prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dtmaksud pada ayat (:11
diberikan kepada Pegawai NegeriSipit dan pegawai Tidak Tetap yang djbebani pefeiaan untut
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagajmana dimaksud pada ayat (31
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai Tidak Tetap yang dalam melaksjrrak.
tugasnya berada didaerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencjl.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipit dan pegawai Tidak Tetap yang datam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memitiki resiko tinggi.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagajmana damaksud pada ayat (3)
djberikan kepada pegawai negerl sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan
khusus dan langkah.

(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan togasnya dinitai mempunyai
prestasi kerja.

(9) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawat .

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Paaal 42

Belanja bunga sebagaimana dimaksud datam pasal 39 huruf b digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihatung atas kewajiban pokok utang (principat outstanding)
berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, iangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 43

(1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c digunakan untuk
menganggarkan bantuan biaya poduksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual
produksi4asa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak

(2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatal'
perusahaarvlembaga yang menghasilkan produk atau iasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan/lenrbaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan kelenluan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

(4)

(5)

(1)

\2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi sebagaimana

dimaksud p;da ayat (lttajib menyampaiakan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana

subsidi kepada Gubemur.

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dianggarkan sesuar dengan kepeduan
perusihaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan
pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Gubernur'

Pasal 44

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemer'ntah

daerah lainnya, Pe.usahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasarakatan yang secara

spesrfrk telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan

Daerah. rasionaiitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Pe.nberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat deberikan

kepada Pemerintah Dae.ah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perunclan9-

undangan.

Pasal ils

Hibah kepada Pemeriotah bertujuan untuk menuniang peningkatan penyelenggaraan fullgsl

Pemerintahan di Daerah.

Hibah kepada Perusahaan Daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada

masyaraKal.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.

Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan/atau Kelompok MasyarakavPerorangan

bertujuan untuk meningkatkan partisipasa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah

atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pa6al46

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 bersifat bantuan yang tidak

mengikavtidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesual clengan

persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah

Hibah yang diberikan secara tidak mengikautidak secara terus menerus diartikan bahwa

pemUerian 
-triUan 

tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah

dan kebutuhan atias kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah'

Pasal4T

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e digunakan untuk

menganggarkan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak secara

lerus menerusJtidak mengikbt serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan

Gubemur.

(1)

(2)

(1)

lri

(2)
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(3) Bantuan sosial yang dib€rikan sec€ra tidak terus meneruvtidak menqikat drartikan h.h-,^
pembenan bantuan le.sebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap taiun anggaran 

.-'.
(4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundai c,undangan dianggarakan dalam bantuan sosial.

Pasal 48

BelanF Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f digunakan unruK menganggarkan
dana bagi hasir yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/Kota 

""""r"ii'"ngI;ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paaal 49

(1) Eantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf g digunakan untuk
menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada
Kabupaten/Kota' dan Pemerintah Desa daram Daerah dan pemrintah daerah rainnya dararn
rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. .

(2) Eantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah/pemerintah ^.-p€nerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan.

(41 Pembe.ian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan
penyedaaan dana pendampiog dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa
penerima bantuan.

Pasal 50

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud daram pasar 39 huruf h merupakan beranja untuk
kegaatan yang sjfatnya tidak biasa alau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
benc€na alam dan bencana sosiaryang ridak diperkirakan seberumnyi, termasuk penlimuaiian
atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

l2l Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap
darural dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas' penyelenggJian
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tah'un sebelumnya yang tetah drtutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang sah.

Pasal5t
(1) Belania pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf a dianggarkan pada belanja

organisasi beRenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(21 Belanja bunga, belanja subsidi, b€lanja hibah, betanja bantuan sosiat, belanja bagihasit, j- r..
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalim pa;al 39 huruf b,
huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, hurul g, dan huruf h hanya dapat dianggarkan pada belanla
SKPKD.
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P?|agral 2
Belan a Langsung

PaBalS2

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksod dalam pasal 38 ayat (1) huruf
b dibagi menurutjenis belanja yang terdi.i da.i:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa ; dan

c. Belanja modal.

Pasal 53

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf a untuk pengeluaran honorarium/upah
dalam melaksanakan program dan kegaatan Pemerintah Daerah.

P.sal 54

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf b digunakan untuk
menganggarkan pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12

bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang pakai
habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perialanan dinas, perjalanan
dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konstruksi dan lain-lain
pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf c digunakan untuk pengeluaran
yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

(21 Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam
belanja modal sebesar harga beli /bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai as€t tersebut siap digunakan-

(3) Belanja honoraiium panitia pengadaan dan adminiskasi pembelian/ pembangunan untuk
memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dianggarkan pada belanja p€awai dan/atau belania barang dan jasa.

(4) Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belania
modal.

Pasal 56

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal
untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah dianggarakan pada belania SKPD
berkenan
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Bagian Kelima
Surplus/(Devisit) APBO

Pasal 57

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan
terjadinya Surplus atau Defisit APBD.

Pasal 58

(1) Surplus APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapatan
daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan
modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerall
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diwujudkan. dalam bentuk program dan kegaatan pelayanan dasar masyarakat yang
dianggarakan pada SKPD yang secara fungsional tugasnya melaksanakan program ,Jar

kegiatan tersebut.

Pasal 59

(1) Deflsit anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 terjadi apabila anggaran pendapdtiul
daerah diperkirakan lebih kecildari anggaran belanja daerah.

(2) Belanja maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada penetapan
batas maksimal dellsit APBD oleh Menteri Keuangan

(3) Dalam hal APBD diperkirakan deflsit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut
yang daantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
seb€lumnya, pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Bagian Keenam
Pemblayaan

Pasal60

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat ('1) huruf c terdiri dara penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal6l

(1) Penerimaan pembiayaari sebagaimana dimaksud dalam Pasal60 mencakup i

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);

b. pencairan dana cadangan;

c. hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan piniaman daerah,

e. penerimaan kembal pemberian pinjaman.

f. penerimaan piutang daerah;

g penerimaan kembali penyertaan modal daerah; dan

h. penerbitanobligasi.

(21 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal60 mencakup :

lt9

a.pembentukan dana cadangan;

b. penyertaanmodal(investasi)pemerintahdaerah;

c. pembayaran pokok utangl dan

d. pemberian pinjaman daerah.

Pasal62

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerjmaan pembiayaan dengan pengeluafan
pemb|ayaan.

(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran

Paragraf I
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebeumnya (SiLPA )

Pasal63

Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (S|LPA) sebagaimana dimaksud
dalam pasal 61 ayat (1) huruf a mencaku pelampauan penerimaan PAD' pelampauan penerimaan

dana perimbangan- Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematian belanja. Kewaiiban kepada pihak ketiga' sampaa dengar
akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan laniutan.

(1) Pemerintah Daerah dapat
penyediaan dananya tidak
anggaran.

Paragral 2
Dana Cadangan

Pasal 6,1

membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang

dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana di.oaksud pada ayat (1) datetapkan dalam
peraturan daerah.

(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penelapan tujuan
pembentukan dana cadangao, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan'

besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang baru dianggarkan dan ditransfer ke rekening

dana c€dangan, sumber dana cadangan. dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dabahas bersamaan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD,

(5) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur bersamaan dengan penetapan Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain
yang penggunaannya dibatasa untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1l ditempatkan pada rekening tersendiri.

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan Penempatan dalam portofolio

dic€ntumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada

lampiran Rancangan Peraluran Daerah tentang APBD
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(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembieyaan dalam tahur
anggaran yang beftenaan.

Pasal6S

(1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksod pasal 61 ayat t huruf b digunakan untuk
menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas
umum daerah dalam lahun anggafan berkenaao.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuaj dengan jumtah yang tetah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembenluken dana cadangan berkenaan

Pasal66

Penggunaan atas dana cadangan yang djcairkan dari rekening dane cadangan ke rekeninq Kas
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dianggarkan dalam belanla langs,,nc
SKPO pengguna dana cadangan berkenaan. kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang.
undangan

Paragraf 3
Hasil Peniualan Kekayaan Oaerah yang Dipisahkan

Pasal6T

Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada pasal tjl
huruf c digunakan antara lain untuk ilenganggarkan hasil peniualan perusahaan milik daerah/ gUN4D
dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil
drvestasi penyedaan modalpeme ntah daerah.

Paragraf 4
Penerimaan piniaman Daerah

Pasal6S

Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d.lio0n^k.rn
untuk menganggarkan penerimaan Pinjaman Daerah termasuk penerimaan atas penerbit: !.:
Daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

Paragraf 5
Psmbeaian Pinjaman Daerah dan

Penerimaan Kembali Pemberian Piniaman Daelah

Pasal69
(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) huruf d digunakan untuk

menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah
Daerah lainya

(2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud datam pasal6.t ayat (1) huruf
e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnva.

Pa.agraf 6
Ponerimaan Piu(ang Daerah

PasalT0

Penerimaao piutang sebagaimana dimaksud pasal 61 ayat (1) huruf f digunakan untuk
menganggarkan penerimaan yang bersumbe. dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperii berupa
penerimaan Piutang Daerah dari Pendapatan Daerah, Peme.iniah, Pemerintah Daerah lain, lembaga
keuangan Bank, lembaga keuangan bukan Bank, dan penerimaan piutang lainnya

Paragrat 7
lnvestasi Pemerintah Oaerah

Pasal 71

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b digunakan
untuk menganggarkan kekayaan pemerinlah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek
mauPun jangka panjang

Pasal72

(1) Investasi jangka pendek merupakan inveslasi yang dapal segera diperjual belikan /dicairkan,
ditujukan dalam rangka mena,emen kas dan beresiko rendah seda dimiliki selama kurang da.'
12 (dua belas ) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) mencakup deposito berjangka
waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara
otomalis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia ( SBI) dan Surat
Perbendaharaan Negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12
(dua belas ) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain surat berharga yang
dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengembalikan suatu badan usaha, misalnya
pembelian surat beaharga untuk menambah k€pemilikan modal saham pada suatu badan
usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga tujuan baik dalan
dan luaa negeri, surat beftarga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kas
jangka pendek

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertujuan untuk dimiliki secara
berkelanjutan lanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali, seperti keqasama
daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaan/pemanfaatan aset daerah,
penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainya dan investasi permanen
lainya yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk rnenghasilkan pendapatan atau dieningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non pernanen sebagaimane dimaksud pada ayat 3 bertujuan untuk dimiliki secara
tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, seperti pembelian
obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan
tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal ke4a, pembentukan dana secara
bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mik.o dan
menengah.

(7) Investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan
disertakan dalam tahun anggalan berkenaan telah ditetapkan dalam peaaturan daerah tentang
penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraluran perundang-undangan.
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Pasal 73

(1) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf 5.
danggarkan dalam pengeluaran pembiayaan-

(2) Divestasi Pemerintah Daerah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada jenis hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(3) Divestasi Pemerintah Daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali daanggarkan daiam
pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

(4) Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam kelompok pendapatan
asli daerah pada jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

PasalT4

(1) lnvestasi daerah jangka pendek dalam bentuk deposito pada Bank Umum dianggarkan .11i, l
pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

(2) Pendapatan bunga atas deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Paragraf 8
Pembaya.an Pokok Utang

PasalT5

Pembayaran pokok utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6'l ayat( 2) huruf c digunakan untuk
menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perianiian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Ketujuh
Kode Rekening Penganggaran

- PasalT6

(1) Setiap u.usan Pemerintahan Daerah dan organisasi yang dicantumkan dalam APBD
menggunakan kode Urusan Pemerintahan daerah dan kode organisasi.

12) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran
penggunaan kode akun pendapatan, kode akun belanja, Kode akun pembiayaan

(3) Setiap program, kegiatan , kelompok, ienls, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam
APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode jenis, kode obyek dan

kode rincian obyek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dihimpun meniadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.

BAB V
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Baglan Pertama
Aaas Umum

Paaal 77

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dali dan

atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meniadi kewenangan pemerintah didaerah
didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan Pemerinlahan Daerah yang penugasannnya dilimpahkan kepada
kabupaten/kota dan/atau desa, didanai daridan atas beban APBD.

PasalTS

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang
dan/atau iasa pada tahun anggaran yang be.kenaan harus dianggarkan dalam APBD

(21 Penganggaran peneramaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran

Pasal 79

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban Pemerintahan Daerah

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 80

(1) Untuk menyusun APBD, Pemerintahan Daerah menyusun RKPD yang merupakan peniabaran
dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 {satu) tahun
yang mengacu kepada Renc€na Ke.ja Pemerintah.

12) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {'1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukor dan penclanaannya'

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakai

(3) Kewajiban Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan prestasi capaian
standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-unoangan
yang berlaku.

Pasal Sl

(1) RKPD disusun untuk menjamin keteftaitan dan
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir
oerl<enaan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur'

(4) Tataca.a penyusunan APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

konsistensi antara perencanaan,

bulan Mei sebelum tahun anggaran
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(2)

(1)

(1)

(1)

Sagian Ketiga
KebUakan Umum APBD seda

Prioritas dan plafon Anggaran Sementara

Pa.agrat 1

Kebiiakan Umum APBD

Pasal82

Gubernur menyusun ranetngan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun

Pedoman Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :

a. Pokok-pokok kebUakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah de,,qd!
Pemerintah Daerah:

b. P.insip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan:

c. Tehnis penyusunan APBD;dan
d Hal-hal khusus lainnya

Pa6al83

Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan
Pendapatan Oaerah, kebijakan Belanja Oaerah, kebijakan Pembiayaan Daerah dan strategi
pencaparannya.

Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit
dalam mencapaitarget.

PasalS,l

Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat
(1)Gubernur dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah

Ranc€ngan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dlsampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim TAPO kepada cubernur, paling
lambat minggu pertama bulan Juni

Pasal85

Rancangan KUA dao Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dan
(2) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat pertenghaan bulan Juni tahun anggaran
b€rjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya-

Pembahasan sebagaamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitra
anggaran DPRD.

Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Paragraf 2
Prlorltas dan Plafon Anggaran Sementara

Pa88l 85

Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat {3\
Pemerintah Oaerah menyusun rancangan PPAS.

(1)

\2)

(2)

(2)

(3)

(1)
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(2)

(3)

(5)

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud lalam ayat ('1) disusun dengan lahapan sebagJi

berikut :

a. Menetukan skala prioritas pembangunan daeran;

b. Menetukan prioritas program untuk masing-masing urusan: dan

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan keg'atan

Gubernur menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepadi DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran

berjalan.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia

Anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjulnya

disepak;ti menjadi PPA paling lambat akhar bulan Juli tahun anggaran berJalan

P.sal 87

KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan (5),

masing-masing ditu;ngkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani be6ama antara

Gubernur dengan PimPinan DPRD-

Dalam hal Gubernur berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi

wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh peJabat

yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA

dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh peiabat yang berwenang

Bagian KeemPat
Penyusunan Rencana Ke.ia dan Anggaran sKPD

Pasal 88

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)' IAIP
menyiapkan rancangan Surat Edara 

-Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

sebagaiacuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Rancangan Surat Edaran Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. Prioritas Pembangunan Daerah dan program/kegiatan yang terka[;

b. Alokasiplafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;

c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;

d. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA' PPAS' analisa standar belanja dan

siandar satuan harga.
Surat Edaran Gubernir perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berJalan

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

(1)

t2)

(4)

Bagian Kellma
Rencana Kerja dan Anggaran SKpO

Pasal 89

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal gg pada
ayat (3), kepada SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. -

Pasal 90

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana djmaksud dalam
Pasal 89 pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.

Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran
untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun
anggaran yang rencanakan.

P€ndekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 pada ayal i2)
dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan,
belanja. dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan doklmen rencana kerja dan
anggaran.

Pendapatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal g9
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang daharapkan termasuk efisiensi dalam
pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Pasal 91

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepata SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun angga.an sebelumnya
sampai dengan semester tahun anggaran berjalan.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang
belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk
dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahufl yang direncanakan atau 1 (satu) tahun
berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian preslasi
keda yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal92

Penyusunan RKA-SKPD berdasa*an prestasikeria sebagaimana dimaksud pada pasalS9 ayat
(2) berdasarkan indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapaa dari program dan kegiatran yang direnc€nakan.

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai yang berwujud kualitas, efisiensi dan efektivitas peleksanaan dari setiap program
dan kegiatan.

Analisjs standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayal ('1)merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

(1)

\2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

127 .]2tt

(5)

(6)

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan setiap
unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur'

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur kinerja

dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah

Pasal 93

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) memuat rencana pendapatan,

rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk
tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi tentang urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Standar Biaya, prestasi keria yang akan dicapai dari
program dan kegiatan.

Pasal 94

Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat ('1) memuat kelompok, jenis

obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipunguvdikelola/diterama oleh SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) adalah Peraturan Daerah,

Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat kelompok belanja
tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut menurut Jenls'
obyek dan rincian obyek belania.

Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) memuat kelompok
penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masrng

diuraikan menu.ut ienis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Uraian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) memuat bidang

urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) memuat nama organisasa atau

nama SKPD selaku pengguna anggaran /barang.

Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud pasal 93 ayat (2) terdiri dar'

indikator, tolok ukur kinerja dan target kinerja.

Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) memuat nama ptogram yang akan

dilaksakan SKPD dalam tahun anggaran brkenaan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) memuat nama kegiatan yang akan

dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 95

lndikator sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (7) meliputi masukan, kelua.an dan hasil

Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat {7) merupakan ukuran preslasi

kerja yang akdn dicapai dari keadaan semula dengao mempertimbangkan faktor kualitas'

kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanakan dari setiap program dan kegiatan

Ta.get kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (7) merupakan hasil yang

dih;rapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan darisuatu kegiatan.

(2)

(1)

(1)

(2)

(3)

\4)

(6)

(7)

(8)

(s)

(1)

(2)

(3)



Pasal96
(1) Belanja langsung yang terdiri dari betanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja

modal dianggarkan dalam RKA-SKpD pada masing-masing SKpD.

(2) Belanja bunga, beranja subsidi, beranja hibah, belanja bantuan sosiar, belanja bagi hasir, belania
bantuan keuangan, dan betanja tidak terduga hanya dianggarkan dalam RKA-SKpD psjg
SKPD.

Pasal 97

Penejimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKpD pada
SKPD.

'"'r':;:';l[:'"1:1'"o
Pasal 98

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oteh SKPD disampaikan kepada ppKD untuk djbahas lehih
lanjut oleh TAPD.

(21 Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud oteh ayat (1) ditakukan untuk menetaah :

a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, ppAS, praki.aan ma.iu pada RKA-SKPD tahun
berjalan yang disetu.iuitahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya;

b. Kesesuaian antara rencana anggaran dengan standar analisa belanja, standar satuan
harga;

c Kelengkapan instrument pengukuran kinerja yang meliputi capaaan kinerja, indikator kinerja,
kelompok sasaran kegiatan dan standar p€layanan minimal;

d. Proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
e. Sinkrooisasi program dan kegiatan antar RKA-SKpD.

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana drmaksud
pada ayat (2) kepala SKPD melakukan penyempumaan.

Pasal99
(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD disampaikan kepada ppKD sebagai

bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD.

(21 Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan lampiran yang terdiridari : -

a. ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan,

d rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Oaerah, organisasi program dan
kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

g. daftar piutang daerah;

h. daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;

(2)

(1)

i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun aflggaran Inr;

I daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. daftar Pinjaman Daerah-

Pasal 100

Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 99 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri datt

a. ringkasan penjabaran APBD, dan

b.penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah organisasi program, kegiatan,

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang peniabaran APBD memuat penjalasan sebagal

berikut :

a. untuk pendapatan mencakup dasar nuKum;

b. untuk belanja mencakup lokasikegiatan; dan

c untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penerirnaan pembiayaan untuk

kelompok penerimaan pembiayaan dan tuiuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok

pengeluaran pembiayaan.

Pasal l0l
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan

keDada Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) sebelum

dasampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat

sosialisasi ranetngan Peraturan Daerah tentang APED sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

bersifat memberikan informasi mengenai Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah serta

masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan

Penyebarluasan rancangan Peraturan Oaerah tentang APBD dilaksanakan oleh Sekretarls

Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB VI
PENETAPAN APBD

Baglan Pertama
PenYamPaian dan Pembahasan

Rancangan Peraluran Oaerah tentang APBD

Pasal 102

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserla lampirannya

kepada DPRD paling lambat mjnggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya darl

lahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bers:lma.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserta'

dengan Notr Keuangan.

\2)

(3)

(4)

(1)

f29

t2)

llo



(3) Dalam har Gubernur dan/atau pimpinan opRD berharangan tetap, maka pejabat vanq dituni'kdan diteiapkan oleh pejabat yang berwenang setaku pejab;Vpetak"in" trgi, "Grb#;r|
dan/atau selaku pimpinan sementara DpRD yang menandaiangani persetujuan O6r"a.i. 

-- ''

Pasal 103

(1) Penetapan agenda pembahasan Ranc€ngan peraturan Daerah tentang APBD untukmendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud datam pasai rOz 
"v"i iiidisesuaikan dengan peraturan tata tertib DpRD_

(21 Pembahasan Rancangan peraturan Daerah di tekankan pada kesesuaian Rancangan APBD
dengan KUA, dan PPAS.

(3) Dalam_pembahasan Rancangan peraturan Daerah tentang APBD, DpRD dapat meminta RKA_
SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan datam dokumerl
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DpRD

(5) Persetujuan bersama antara Kepara Daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah
tentang APBD datandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 I.e
bulan sebelum lahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal Kepala Daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk oreh pejabat yang berwenang seraku pejabauperaksana tugas Kepara Daerah oanlatai
selaku pimpinan sementara OPRD yang menandatangani persetujuan bersama.

(7) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (S) Kepala Daerah
menyrapKan ranc€ngan peratu.an Kepala Daerah tentang penjabaran ApBD.

(8) Dalam halpenetapan APBD mengarami keterrambatan Kepala Daerah meraksanakan pengeluaran
setiap bulan setinggi{ingginya sebesar seperdua belas ApBD tahun anggaran sebelumnya.

(9) P-engeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) dibatasi hanya untuk betanja yang bersifat tetap seperti betanja pegawai, layanan jasa din
keperluan kantor sehari-ha.i.

Pasal 104

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) tidak
menetapkan persetujuan be.sama dengan Gubernur terhadap rancangan peraturan Daerah
tentang APBD, Gubemur melaksanakan pengetuaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) B€lanja. yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah Daerah denoan
jumlah yang cukup untuk kepeduan setiap bulan dalam iahun anggaran yang bersangkuian,
seperti belanja pegawai, belania barang dan jasa.

(41 Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

(5) Kepala Oaerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selelah peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan.

(6) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-lingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai Nege'i
Sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang,
kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga piniaman yang telah iatuh tempo serta
pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pernerintah Daerah

Pasal 105

Rencana pengeluaran setragaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) disusun dalam
rancangan Peratu.an Gubernur tentang APBD.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal

dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mentera Dalam Negeri.

Pengesahan rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) datetapkan dengan Keputusan llenteri Dalam Negerl

Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBO sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

drlengkag dengan lampiran yang lerdi.r :

a. ringkasan APBD,

b. ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organasasr;

c. rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah organisasi, program kegiatan

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan belanja dan pembiayaan:

d. rekapitulasi belania menurut Pemennlahan Daerah, organisasi, program dan kegratan;

e rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan

Daerah dan fungsidalam kerangka pengelolaan keuangan Negara

f daftar iumlah pegawai pergolongan dan periabatan

9 daftar piutang daerah

h daftar peoyertaan modal (investasl) daerah

i daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah

i daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

k daftar k€iatan-.kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini,

l. daftar dana cadangan:dan

m dafrar pinjaman daerah.

Pasal 106

Penyampaian rancangan Peraturan Gubemur untuk memperoleh pengesahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 105 ayat 3 palihg lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung selak DPRO

menetapkan keputusan bersama dengan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBO

Apabila dalam batas waktu 30 (tiga Pulah) hari kerja Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan

iancangan peraturan Gubemur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayal 1 Gubemur
menetapkan rancangan Peraturan Gubemur dimaksud menjadi Peraturan Gubemur .

(1)

12)

(3)

\4)

(1)

t2)
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(1)

Bagian Ketiga
Ponetapan Poratuan Daerah tgntang APBO dan
Peraturan Gubernua tentang p€niabaran APBD

Pasal 109

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan peraluran Gubernur lentano
penjabaran APBD yang telah dievatuasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi peraturan Daerai
tentang APBO dan Peraturan cubernur tentang penjabaran APBO.

Penelapan rancangan Peraturan Oaerah tentang ApBD dan rancangan peraturan Gubernur
tentang pen,abaran APBD sebagaimana djmaksud pada ayat (l) ditakukan pating tambat 31
Desember tahun anggaran sebelumnya

Dalam hal Gubernur berhalaogan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan peiabat
yang berwenang selaku pejabaupelaksana tugas Gubernur yang menetapkan pefaturan Daerah
tenlang APBD dan Peraturan Gubernur lentang penjabaran APBD

'Gr.rbernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraluran cubernur tentanq
penjabaran APBD kepada Menle.i Dalam Negeri paling tama 7 (tujuh) hari kerJa setetai
ditelapkan

Untuk memenuhi asas lransparansi Gubernur wajib menginformasikan substansi pada AptsD
kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

BAB VII
PELAKSANAAN APBO

Bagian Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBD

.'asal 110

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urlsan
Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD.

Setiap SKPD mempunyai tugas memungut dan/atau menerrma Pendapatan Daerah wajib
melaksanakan pemungulan dan/atau penerimaan berdasarkan ketenluan yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang djgunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali
d;tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penerimaan SKPD berupa uang atau cek ha.us disetor kerekening kas umum daerah paling
lama 1 (satu) hari kerja.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap
pengeluaran belaoja.

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada'anggaran betanja jrka untuk pengetuaran tersebut
tidak tersedia atau tidak cukuo tersedia dalam APBD.

\2)

(3)

\4)

(5)

(6)

Bagian Ketiga
PenetaDan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Gubernu. tentang penlabaran APBD

Pasal 109

(1) Rancangan Peratutan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernu' tentang

penjab;n APBD yang telah dievaluaai ditetapkan oleh Gubernur meniadi Peraturan Daerah

tentang APBD dan Peraturan Gubemur tentang penjabaran APBD

\2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubemur

tentang penjabara; APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan paling lambat 31

Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Gubernur berhalangan tetap, maka p€iabat yang ditunjuk dan ditetapkan pejabat

yang be.wenang selaku pejabaUpelaksana tugas Gubernur yangJnenetapkan Peraturan Daerah

ient;ng APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD

(4)GubernLlrmenyampaikanPeraturanDaerahtentangAPBDdanPeraturanGubernurtentang
penjabaran AdBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (turjuhi hari kerja setelah

ditetaPkan.

(5) Untuk memenuhi asas transparansi Gubernur wajib menginformasikan substansi pada APBD

kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Dae.ah
. BAB VII

PELAKSANAAN APBD
Baglan Pertama

Azas Umum Pelaks.naan APBD

Pasal tl0
(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah dikelola dalam APBD

\2) Setiap SKPD mempunyai tugas memungut dan/atau menetima Pendapatan Daerah wajib

melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor kerekening kas umum daerah paling

lama 'l (satu) hari kerja.

(5) Jumlah belania yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap

pengeluaran belanja.

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(7\ Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan jika dalam keadaan clarurat'

yani selanjutnya 
-diusulkan dalam rancangan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan

realisasi anggaran.

(S) Kriteria keadaan darurat sebagaimana pada ayal (6) ditetapkan sesuai dengan peraturan

perunoang-unoangan

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan la'n

dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

('10) Pengeluaran belanja Daerah mengunakan prinsip hemat tidak mewah, efektif' efisiensi dan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
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Eagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf I
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 111

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang ApBD
ditetapkan,memberitahukan kepada semua SKPO agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak
dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap{iap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam ) hari
kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4\ Pada SKPKO disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(5) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD

(6) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan yang be.asaldaridana perimbangan dan pendapatan hibah;

b Belanja bunga, belanja subsidi. belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Pasal 112

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPO bersama-sama dengan Kepala SKPD paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkanya Peraturan Gubernu. tentang penjabaran
APBD.

(21 Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tersaebut pada ayat (1), PPKO mengesahkan
rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) OPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 disampaikan kepada
Kepala SKPO, Satuan Kerja Pengawas Daerah , dan Badan pemeriksa Keuangan, paling lama
7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan
angga.an oleh kepala SKPO selaku pengguna anggaran/barang.

Pe'agr.f 2
Anggaran Kas

Pasal 113

(1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran Kas SKPD

l2l Rancangan Anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada
PPKD selaku BUD bereamaan dengan rancangan DPA-SKPD.

(3) Pembahasan ranc€ngan angga.an kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembalrassll
DPA-SKPD,

Pasal l{4
(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas Pemerintah Daerah guna mengatur ketersediaan

dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan
dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.

(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas kelua. yang digunakan guna mendanai
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3) Mekanisme pengelolaan anggaran kas Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal ll5
(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melaluirekening umum kas daerah.
l2l Setiap pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal ll5
(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah waiib mengintensifkan pemungutan

pendapatan yang meniadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain darayang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 117

Komisi, rabat. potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa oun vano daoat
dinilai dengan uang,sebagai akibat da.i penjualan,tukar-menukar, hiban, asuranst oan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa grro atau penoapa€o taln seoagal
akibat penyimpanan dana anggaran pada Bank serta pendapatan dan has pemantaatan oarang
daerah atas kegiatan lainya merupakan pendapatan daerah.

Pasal ll8
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebanKan pada penoapalan

yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan vano teriadi dalam tahun vana sama.
(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun{ahun seoetumnya

dibebankan pada belanja tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti
yang lengkap dan sah.

Pasal l19

Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilaksanakan
melalui rekening umum kas daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

Bagln Koempat
Polaksanaan Angg.tan Belanja Daerah

Pasal 120

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah.
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(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oreh pejabat van.t
beMenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbut dari penggulnaan 'biki
dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dirakukan seberum rancanaan
Peraturan Daerah tenatang ApBD ditetapkan dan ditempatkan daiam iembaran daera

(4) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak rermasuk unruK oeranra vano vanq
bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Gubernur.

(5) Belanja yang bersifat mengikat dan betanja yang bersifat wajib sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam pasal .104 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 121

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal45 ayat (1), pasat46 ayat (1), pasal5T ayat (1), dan pasal49 ayat (1) dilaksanakan
aats persetujuan Gubernur.

(.2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas
penggunaan uang/barang dan /atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan
peanang9unglawaban penggunaannya kepada Gubernur.

(3) Tata cara pemberian dan pertanEgungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial. dan bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud pada aayat (1)ditetapkan dalm peraturan Gubernur,

Paaal 122

(1)Dasarpenge|uaranan9garanbelanjatidakterduoa
mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana atam oan/ arau oencana sosrat. lermasuK
pengembalian atas kelebihan penerimaan daeran !anr-!!1 seoe!,-r!.r!aj,?,.,3:a 19,?a a\e,-?:yza
dengan Keputusan Gubernur dan dibentanuKan Kepaoa UFXU pa ng tama 1 (salu) outan
rernitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

t2t Pengeluaran belanja untuk tanggap da.urat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan
efisiensi dan efektifitas serla menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegi;tan-
kegiatan yang telah didanai darianggaran pendapatan dan betanja negara.

(3) Pimpinan instiansi/lembaga peoerima dana tanggap da.urat bertanggungjawab atas
penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada
atasan langsung dan Gubernur.

(4) Tatiacara pemberian dan pertanggungjawaban betanja tidak lerduga untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan datam peraturan cutternur.

Pasal 123

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak p€nghasilan (pph) dan pajak tainya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara pada B^.':
yang ditelapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka .,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pa;.|124
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPO, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dapat diberi uang persediaan yanag dikelola oleh bendaha.a pengeluaran.

Bagian Kelima
Polaksanaan Anggaran Pembiayaan Oaerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Pe.fiitungan Anggaran (SilPA, tahun Sebelumnya

Pasal 125

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk :

a. Menutupadefisat anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecii dari pada realisasi belanja;

b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;

c. Mendanai kewajiban lainya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

Pasal 126

(1) Eeban belania langsung pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksod dalam Pasal
125 huruf b didasarkan pada DPA-SKPO yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA
lanjulan SKPD ( DPA-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala SKPO menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan
non fisik maupun keuangan kepada PPKD palang lambat pedengahan bulan Desember tahun
anggaran be4alan.

b. sisa SPO yang bellm diterbitkan SPP, SPM, atau SP2O:dan

c. SP2D yang belum diuangkan

(4) OPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksrid pada ayat (1) dapal diiadikan dasar
pelaksanaan penyelesaian pekeiaan dan penyelesaian pembayaran.

(5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhiknteria :

a pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;

b. ketedambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna
anggaran/barang atau rekanan namun karena akibat bencana alam dan torce major.

Paragiaf 2
Dana cadangan

Pasal127

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah
Daerah yang dikelola oleh BUD.

(2) Dana cadangan lidak dapat digunakan untuk membiayai progran dan kegiaian lain diluar yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tantang pembentukan dana cadangan.

(3) Program kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan apabila dana eadangan telah mencukupi unluk melaksanakan program
dan kegiatan.

(3) Jumlah anggaran yang disahkao
pengujian sebagai berikut :

a sisa DPA-SKPD yang belum
kegiatan yang bersangkutan:

dalam DPAL-SKPD setelah terlebah dahulu dilakukan

diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas
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(4)

(5)

(6)

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana
cadangan yang dimaksud, tedebih dahulu dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pating linggj sejumlah pagu oana
cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan sesuaidengan yang ditetapkan dalam Peraturan Oaerah tentang pembentukan dana
cadangan

Pernindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD

Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana djmaksud pada ayat (3) telah selesei
dilaksanakan dan target kinerjanya lelah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa
pada rekening dana cadangan, dipindah bukukan kerekening Kas Umum Daerah

Pasal 128

Dalam hal Dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belom digunakar
sesuai dengan peruntukkannya, dana tersebut dapat ditempalkan dalam portfolio yang
memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana dan penempatan dalam portotoh
sebagaamana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.

Portofolio sebagaiman dimaksud pada ayal (1) meliputi :

a. Deoosito:

b Sertifikat Bank Indonesia (SBl):

c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

d. Surat Utang Negara (SUN); dan

e Sural Berharga lainnya yang dtamin Pemerintah

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan
diperlukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

paraoraf 3

,n""-"oa,

Pasal 129

Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (invesLi. )
oaerah.

Pengurangan, penjualan, dadatau pengalihan inveslasi dicatat pada rekening penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).

Paragr.f'l
Piniaman Oaordh dan Obligasi Daerah

Pasal 130

Peneaimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekening l,:-,
Daerah.

Pemerinlah Oaerah dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.

(1)

(71

12)

(3)

(4)

{1)

(2)

(1)

t2)

339

340

(3) PeMapatan Daerah dan/atau Aset Daerah Barang Milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan

Dinjaman daerah.

(4r Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam
kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

P.sal l3l
Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas piniaman daerah dan obligasidaerah.

Pasal 'l32

(1) Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi kumulatif piniaman dan kewajiban pinjaman

kepacia Menieri Keuangan dan Meteri Oalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran
berialan

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdrrj atas :

a. Jumlah penerimaan pinjaman;

b. Pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

c sisa piniaman 
Pasar 133

(1) Pemerintah Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang

telah Jatuh tempo.

rz, Aoaoxa anooaran rerseota oalam APBu/perubahan APBD tidak mencukupi untuk pembayaran

rrurgd uirl poKoK Ll(ang oan/atau oollgast daerah sebagaamana dimaksud pada ayat (1)'

buoernur oaoat meiaKuKan oelamoauan oembayaran mendahului perubahan atau setelah

oerubahan APBD.

Pasal I 3,t

(1) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obiligasi daerah yang sebelum
perubahan APBO ditaporkan kepada DPRO dalam pembahasan awal perubahan APBD

\z) relampauan pembayaran bunga dan pokok uiang dan/atau obiligasi daerah setelah perubahan

APBD dilaporkan kepada DPRo dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 135

(1) Kepala SKPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang dan/atau obiligasi
daerah vano iatuh tempo.

tzt Pembavaran bunqa pinjaman dan/atau obiligasidaerah dicatat pada rekening belanja bunga.

tJr remoayaran oenda ptnlaman dan/atau obiligasidaerah dicatat pada rekening belanja bunga

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obiligasi daerah dicatat pada rekening cicilan pokok

ulang yang iatuh tempo

Paaal t36

(1) Pengelolaan obiligasi daerah ditetapkan dengan Petaturan Gubernur.

lz) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) sekurang-kurangnya mengatur

mengenai :

a. penetapan strategi dan kebiakan pengelolaan obiligasi daerah termasuk kebijakan
pengendalian resiko;



b. perenc€naan dan penetapan po{tofolio pinjaman daerah,
c. penerbitan obitigasi daerah;
d. penjualan obiligasidaerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
e. pembalian kembali obitigasi daerah sebelum jatuh tempo;
f. pelunasan; dan
g. aktifitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana ke pasar sekunder obiligasi

oaeran.

Pa,agraf 5
Piutang Daerah

Pasal 137

(1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

(2) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD.

Pasal 138

(1) P-iulang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo,
diselesaikan sesuai dengan peraturan pe.undang-!ndangan yang be;aKu.

(2'l Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah
merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang_
undangan yang berlaku.

Pasal 139

(1) Prltang Daerah yang terjadi sebagar akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan denqan
cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya dratur tersendrri da-lam
peraturan perundang-undangan.

(21 Piutang Daerah dapat djhapuskan dari pembukuan dengan penyelesaaan sec€ra mutak atau
bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendi.i dalam peraturan perundang_
undangan.

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan oleh:
a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.OOO.OOO.OOO,0O ( tama milyar rupiah);
b Gube.nur.dengan persetujuan DPRD untuk jumtah lebih dari Rp. 5.0OO.O0O.O0O,0O (lima

milyar rupiah).

Pasal trO
(1) Kepala SKPKD melaksanakan p€nagihan dan menatausahakan piutang oaeran.
(2) Untukfielaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11 kepala

SKPKD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal l4l
Kepala SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan piutang kepada Gubernur.
Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan dengan bukti penerimaan
kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan

(1)
(21

BAB VIII
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBo

Pasal142

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjada :

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

b-Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi,
antar kegiatan, antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam
Iahun berjalan;

d.Keadaan darurat: dan

e.Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 'l (satu) tahun anggaran, kecuah
dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakah Umum aerta Prioritas dan

Platon Anggaran sementara Perubahan APEo

Pasal l43

Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 a,lat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan
atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah. alokasi belanja daerah, sumber dan
penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Gubernur memformulasikan hal-hal yang mengakabatkan terjadinya perubahan APBD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (11 huruf a kedalam ranetngan kebtakan umum
perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.

Dalam.ancangan kebtakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disajakan secara lengkap penjelasan mengenai

a. Perbedaan asumsidengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD
dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran be4alan,

c. Capaian target kineria prog.am dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD
apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan
APBD aoabila melamDaui asumsi KUA.

Rancangan kebtakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama btilan
Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

Rancangan kebijakan umuin perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadj kebuakan umum
perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus
tahun anggaran berjalan.

(1)

\2)

(3)

(4)
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(6) Oalam hal pesetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD
diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya
penganggaran kegiatan pembagunan fisik di dalam rancangan peratufan daerah tF,,, : ,
perubahan APBD

Pasal'lil4

Kebijakan umum APBD serta PPA perubahan APBD yang telah dasepakati sebagaimana dimaksud
dalam pasal 145 ayat (5) masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang djtandatangani
bersama dengan Gubernur dengan pimpinan DPRD.

{1)

(2)

Pasal 145

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 144, TApD menyiapkan
ranc.lngan Su.at Edaran Gubernur perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat
program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan
dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

Rancangan Surat Eda.an Gubernur sebagaimana diamksud pada ayat (1) mencakup

a. PPAS perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteraa DPA-SKFtl
yang dapat dubah pada setiap SKPD;

b Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada
PPKD: dan

c Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBD, ppA perubahan
APBD, kode rekening APBD, format RKA SKPD dan/atau DppA-SKpD standar anatisa
belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kritena DPA-SKPD yang dapat diubah
sebagaimana dimaksud pada ayat (t), diterbitkan oleh Gubernur paling lambat minggu ketiga
bulan Agustus tahun anggarao berjalan.

Pasal 146

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimaoa dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) berlaku
ketentuan dalam pasal 89, pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 94, pasat 95, pasal 96, pasal
98. dan pasal 99

Pasal147

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasat 145 ayat (1) dapat berupa
peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang telah
ditetaokan semula.

(21 Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran SKPO (DPPA-SKPD).

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaaan target kinerja, ketompok, jenis, obyek, dan
rincaan obyek pendapatan, belanja serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Pergeseian Anggaran 

,
Pasal 148

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud
dalam pasal 142 ayal (11huruf b serla pergeseran antar obyek belanja dalam ienis belanja dan
antar rincaan obyek belanja dilormulasikan dalam DPPA-SKPD.

(4)

(6)

\7)

(21 Pergeseran antiar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas
persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran atas obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetuiuan
Sekreta.is Daerah.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara
mengubah peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk
selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan derah tentang perubahan APBD.

Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan
dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD

Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat
pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dtelaskan dalam kolom keterangan
Peraturan Gubemur tentang penjabaran perubahan APBD

Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan
Gubernur.

Bagian KeemPat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih T.hun Sebelumnya

Dalam Perubahan APBo

Pasal 149

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya fierupakan sisa lebrh perhitungan tahun anggaran
seoerumnya

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ayat (1)hurufc dapat berupa:

a. Membayar bunga dan pokok hutang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang

tersedia mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 ayal (2) ,

b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

c. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebtakan pemenntah:

d. Mendanai kegiatan lanjutan ;

e. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan

f. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kine4anya ditingkatkan dari yang telah
ditetapkan semula dalam DPA-SKPO tahun anggaran berjalan yang dapat diseleasaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf I diformulasikan terlebih dahulu dalam
DPPA-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(1)

""*"n?li'i,l5'j'S"o","-,
Pasal 150

Keadaan d€rurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1|42 ayat t huruf d sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

c bukan merupakan kegiatan norma dari aktiriias pemefintah daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

d. tidak diharapkan ter.iadisecara berutang;

e. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
f. memilikidampak yang signifikan terhadap anggaran dalam .angka pemulihan yang dasebabkan

oleh keadaan darurat.

Oalam keadaan darurat, pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang oetum tersedia
angga.annya dengan memberitahukan kepada DpRD, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

P-endanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayal
(2) dapat menggunakan betanja tidak terduga.

(4) Oalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan denaan cara

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(e)

(10)

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Pengelua.an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak
yang kriterianya ditetapkan daiam peraturan Oaerah tentang APBD.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
a Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia datam

tahun anggaran berjalan; dan
b. Keperh./an mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformurasikan teriebih dahulu daram DFPA-
SKPD.

Pendanaan keadaan daru.at untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Dalam hal keadaan darurat terjadi seterah ditetapkan perubahan ApBD. pemerintah Daerah daoat
melakukan pengeluaran yang belum teGedia anggarannya, dan keperluan tersebut disampajian
dalam laporan realisasi anggaran.

Oasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk diadikan dasar pengesahan Ofe_SfpO oleh ppKn
setelah memperoleh persetujuan Sekreiaris Daerah.
Pelaksanaan pengeluaaan unluk mendanai kegiatan dalam keadaan darurar seoaqatmana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahutu ditetapkan dengan pe.atufan Gubernurl

(11)
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(3)
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(1)

(1)

(1)

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan luar Biasa

Pasal 151

Keadaan|UarbiasasebagaimanadimaksudpadaPasa|142ayat(1)hurufemerupakan
f,"uJurn y"ng menyebab'kan estimasi penerimaan dao/atau .pengeluaran 

dalam APBD

mengalami kenaikan ;tau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen)

Persentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 
-ayat 

(1) merLtpaka selisih

dari kenaikan atau penurunan anta.a pendapatan dan belanja dalam APBD

Pasal 152

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan istimasi penerimaan dalam APBD mengalaml

peningkatan Lbih dari 50% (lima tuluh persen) sebagaimana drmaksud,dalam Pasal 151 ayat

if), o"up"t dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/penlngkatan

capaian target kinerja program dan kegaatan dalam tahun anggaran oerlaran

Penjadwalan ulang/peningkatan caparan target kine'ja program 
.dan 

f€giatan sebagaimana

drmaksud pada ayJt (1) dt form'rlasikan tedebrh dahulu dalam DPPA-SKPD

RKA-SKPDdanDPPA-SKPDsebagaimanadimaksudpadaaya||2)danayat(3)d|gunakan
settagardasar penyusunan rarrcangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua APBD

Pasal 153

Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerlmaan dalam APBD

mengafami p"n'r,un"n lebih dari 50% liima puiun persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

lsz iy"t (i), maka dapat dilakukan peniadwalan ulang/pengurangan capa€n target Klneria

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan'

PenJadwalan ulang/Pengurangan capaian target sebagatmana drmaksud pada ayat ('l)
.rilormulasikan kedalam DPPA-SKPD.

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Peraturin Daerah tentang pe.ubahan kedua APBD

Bagian keturuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal l5.l

RM-SKPDyangmemuatprog'amdankeg,atanbarudanDPPA-SKPDyangakandianggarkaD
O"Lt p.rrfi"ni" apeo y"tig telah disulun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk

dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
Pembahasan oleh TAPo dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-

SkPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kebijakan umum perubahan APBD serta

PPA perub;han APBD. prakiraan miju ying direncanakan .qta'r yang telah disetujui dan

dokumen perencanaan lainnya, serta capaiin iinerja, indikator kinerja standar analisis belanla'

standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal

Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD dan DPPA-SKPD yang memuat program dan kegralan

vang "L"n 
dranggarkan dalam perubahan APBD te'dapat ketidak sesuaian dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD melakukan penyempurnaan

(21 Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terleblh

dahulu dalam RKA-SKPD.

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(21



Pasal 155
(1) RKA-SKPD.yang memu?t program dan kegiatan baru dan DppA-SKpD yang akan diang, ,^.

dalam.perubahan APBD yang-tebn disempumakan oleh SKpD, disampaikan kepa:.,
untuk dibahas tebih lanjut oteh TApD.

(2) 
|IS-9I"O.V"."S memu_at program dan kegiatan baru dan DppA_SKpD yang akan dianggarkan
3i'."-T..f 

r*^i:]l 
lpBD yang tetah dibahas TAPD dtadikan bahao penyusunan rancanganr-eraruran uaerah tentang pe.ubahan_ APBD dan rancangan eeraturan cuoernur teniligpenJaDaran perubahan APBD oleh ppKD

"" " ",?in"f 
I 5.i,11'ili l" 

" 
o

na n." ns"n e J,:trtusr:f Jae ra rr tenta nqpe.ubahan ApBD dan Rancangan peraturan -Gubernur
Tentang penjaba.an perubahan ApBO

Pasal 156

Rancangan Peraturan Daerah lentano p_erubahan ApBD dan peraturan Gubernur tentang penlabaranperubahan APBD yang disusun ote-h_ppKD .9.*1 g.no"o.i"n, 
-LLiij 

c"" pembiayaan yangmengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasel 157
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana drmaksud dalam pasal

156 terdiridari .ancangan peraturan Daerah tentang perubahan"ApBD beserta lampirannya.
(2) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) terdiridari :

a nngt(asan perubahan APBD;
b. ringkasan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
c nnctan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan,

Belanja, dan p€mbiayaan,

d. rekapitulasi p€rubahan belania menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, program
dan kegiatan;

e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
Pemerintiahan Oaerah dan fungsidalam kerangka pengelolaan Keuangan ttegara;

I daltar perubahan jumtah pegawai pergolongan dan perjabatan;
g. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
h. Daftar Pinjaman Daerah.

belum diselesaikan dan

Pasal 158

(1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBO sebagatmana dimaksuddalam.pasal 157 ayat (2) terdiri dari rancangan peraturan Gubernur tJnbng peniaUa,.^
perubahan APBD beserla lampirannya.

(2) Lampiran rancangan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (t) terdari dari :

a. ringkasan penldbaran perubahan anggaran pendapatan daerah, betanja daerah C I
pembaayaan daerah: dan

b. penjabaran pe.ubahan APBD menu.ut organisasi program, kegiatan, kelompok, .ienis,obyek. rincian obyek pendapatan, betanja din pembiaya-an.

(21

(3)

(4)

Pasal 159

(1) Rancangao Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKO
disampaikan kepada Gubernur.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) sebelum
disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat \2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajtban Pemerintah Daerah
serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang darencanakan.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Dae.ah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah

Paragrat 2
Penyampaiani Pembahasan dan Penetapan

Raperda Perubahan APBD

Pasal 160

Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, beserta
lampirannya kepada DPRD paling lambat bulan kedua bulan September tahun anggaran
berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan Nota Keuangan perubahan APBD.

DPRD menetapkan agenda pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman pada kebijakan umum perubahan
APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati antara Gubernur dan pimpinan DPRD

Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD sebagaamana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
tahun anggaran berakhir.

Paragraf 3
Pelak3anaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal l6l
PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan Daerah tentang perubahan APBD
ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun ranc€ngan OPA-
SKPD terhadap program kegiatran yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

OPA-SKPD yang mengalami perubahan tahun berjalan seluruhnya harus disalin kembali ke
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD),

Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pengisian obyek
pendapatan, belanja atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan atau
pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik

: sebelum dilakukan pe.ubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan
persetujuan Sekretaris Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)
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AAB IX
PENGELOLAAN KAS

Bagian Pertama
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 162

(1) BUD bertanggungjawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pegeluaran Kas Daerah.

(21 Untuk mengelola Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuka rekening
Kas Umum Daerah pada Bank yang sehat

(3) Penunjukan Bank yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 163

Untuk mendekatkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas kepada SKPD untuk masyarakat,
BUD dapat membuka rekening -penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank yang ditetapt:.
Gubemur.

Pa6al 164

(1) Rekening penerimaan sebagaiman dimaksud dalam pasal 163 digunakan untuk menampung
Penerimaan Daerah setiap hari.

l2l Saldo rekenang penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib
disetorkan seluruhnya kerening Kas Umum Daerah.

Pasal 165

Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 163 diisi dengan dana yang
bersumber dari rekening Kas Umum Daerah

Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran sebagaamana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan rencaoa p€ngeluaGn yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 166

Pengelolaan Kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. potongan Taspen;

b. potongan Askes;

c. potongan PPh;

d. potongan PPn;

e. penerimaan titipan uang muka;

f. penerimaan uang jaminan; dan

g. penerimaan lainnya yang sejenis

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. penyetoran Taspen;

(1)

(2J

(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

(6)

b. penyetoran Askes;

c. penyetoGn PPh;

d. penyetoran PPn;

e. pengembalian titipan uang muka;

f. pengembalian uang jaminani dan

g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sebagar penerimaan
perhitungan Pihak ke tiga.

Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pengeluaran pihak
ketiga.

Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) disajikan dalam laporan arus kas aktifitas non anggaran.

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan standar Akuntansj
Pemerintahan.

Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Gubemur.

BAB X
PENATA USAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 167

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuaidengan peraturan peaundang-undangan

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokl.tmen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar flenerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD
bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat
bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksafl aan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal168

Untuk Pelaksanaan APBD, Gubemur menetapkan :

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD,

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial. belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga,
dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD;

(8)

(7)

(1)

(2)

(1)



(2)

(3)

(4)

g Eendaha.a penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangk" pelaksanaan APBD.

Penetapan Pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
sebagaiman tersebut pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh
Gubernur keDada KeDala SKPD.

Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya;

c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapata,
oaeran;

d. Pejabat yang diberi wewenang mendatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan
lainnya yang sah; dan

e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.

(5) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2l,dan ayat (4) dilaksanakan sebelum
dimulainya tahun anggaran be.kenaan.

Pasal 169

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas pe.bendaharaan, bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaraan dapat dibantu oleh pembantu bendahara

12) Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tungsi
sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.

(3) Pembantu bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) melaksanakan fungsi
sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau penggurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Peneaimaan

Pasal 170

(1) Penerimaan Daerah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada Eank yang ditunjuk dan
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(21 Penerimaan Daerah yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara :

a. disetor angsung ke Bank oleh Pihak Ketiga :

b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan danlatau kanto. pos oleh pihak ketiga;
qan

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

(3) Benda berharga seperti karcis retnbusi sebagaimana tanda bukti pembayaran oleh prl ..

kepada bendahara penerimaan sebagaiman teGebut pada ayat (2) huruf c daterbitkan dan
disahkan qleh PPKD.

Pasal l7t
Oalam hal Daerah yang karena kondisi geog.afisnya sulit dtangkau dengan komunikasi dan
transpo.tasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1'5 ,.i;,1
(2) ditetapkan dalam Peraturan Gubemur.

(1)

(2)

Paaal172

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan
dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:

a. buku kas umum;

b. buku pembantu perincian obyek penerimaan; dan

c buku rekapitulasr penerimaan harian.

Bendahara peneramaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Dae.ah);

b. Surat Ketelapan Retribusi (SKR):

c. Surat Tanda Setoran (STS),

d. Surat Tanda Bukti Pembavaran: dan

e. buktipeneramaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administ.atif atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban f,enerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambat tianggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Iaporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggai 10 bulan
berikutnya.

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

dilampiri dengan :

a. buku kas umum,

b. buku .ekaoitulasi penerimaan bulanani dan

c. bukti penerimaan lainnya yang sah

PPKD selaku BUD melakukan verifikasi. evaluasi dan analisas atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(s);

Verifikasi, evaluasi analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka
rekonsiliasi penerimaan.

Mekanisme dan tata cara veriflkasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

diatur dalam Peraturan Gubemur.
Pra.l 173

Dalam hal obyek Pendapatan Daerah terseba. atas periimbangan kondisi geografis wajib Pajak
dan/atau Wajib Retribusi tidak mungkin membayar kewa.iibannya langsung pada badan,
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
bendahara penerimaan dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.

'Bendahara Penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungiawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan.

a. buku kas umum, dan

(3)

{4)

(5)

(6)

l7)

(8)

(s)

(1)

12)
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(3)



(4)

(1)

b. buku kas penerimaan harjan pembantu

Bendahara Penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dirre!:",,.i
pada ayat (3) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKp-Daerah);

b. surat ketetapan rehibusi(SKR);
c. surat tanda setoran (STSli

d. surat landa bukti pembayaran; dan
e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan Iaporan pertanggungjawaban
penerimaan pada bendahara penerimaan paling tambat tanggal S bulan berikutnya.
Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan Verifikasi, evaluasi
dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 174

Gubernur dapat menunjuk Bank, Badan, Lembaga Keuangan atau kantor pos yang Dertuga!.
melaksakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.

Bank, Eadan,Lembaga keuangan atau Kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyetor seturuh uang yang diterimanya ke.ekening Kas Umum Daerah paling fama tlsaiui
hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit diangkau dengan komunikasa dan transportasi,
dapat melebahi ketentuan batas waktu peoyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Bank, Badan,Lembaga Keuangan atau Kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Gubemur melalui BUD.

Tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal lT5
(1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya kerekening

kas umum daerah paling lama 'l(satu) hari kerja terhitung uang kisteriebut diterima.
(21 Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukh penerimaan dan bukti

p€nyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 176 ..
P€ngisian dokumen penatausahaan pene.imaan dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat
elektronik lainnya.

Pasal 177

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka .

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai setamatamanya l(satu) butan, bendahara penerimaan
tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara penerinaan
yaog bersangkutan dengan diketahui kepata SKPD.

(6)

(21

(3)

(4)

(5)

b.

(1)

Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus dituniuk pejabat
bendahara Denerimaan dan diadakan berita acara serah terima.

Apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas,
maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri a(au berhenti dari jabatan sebagai
bendahara penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan pengganhnya.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf I
Penyediaan Dana

Pasal |78

(1) Setelah penetapan anggaran Kas, PPKD dalam rangka meneiemen kas menerbjtkan SPD

12) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatanganl
oleh PPKD.

Pasal179

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

(2) Penerbitan SPD sebagaimana ayat (1)dilakukan perbulan,pertriwulan, atau persemester sesuai
ketersediaan dana.

Paragtaf 2
Pelmintaan PembaYaaan

Pasal 180

Berdasarkan SPO atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPO sebagaimana dimaksud
dalam pasal 179 ayat ('1),bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat ('t) terdiri atas :

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan

d SPP Langsung (SPP-LS)

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilampira
dengan daftar.incian renc:rna penggunaan dana sampai dengan jenis belanja

Pasal 181

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluariln untuk
memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/tuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD dalam rangka p€ngisian uang persediaan.

Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) terdiri dari:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

\2)

(3)

(1)

(21
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(2)

(1)

c. nncian SPP-UP:

d. salinan SPD;

e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oteh. pengguna anggararu(uasa f€nggunaanggaritn yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk kepeiuan
uang persed|aan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD: dan

f. lampiran lain yang diperlukan diatur kemudian dengan peraturan Gubernur.

Pasal 182

Penerbitan dan pengajuan dokumen Spp-GU dilakukan oleh bendahara pengetuaran untuk
m.emperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran metatut ppK_
SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan

Dokumen SPP-UP sebagaimana damaksud pada ayat ( t) terdiri darij
a. surat pengantar SPP-GU:
b ringkasan SPP-GU;

c. rincian SPP-GU;

d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas
penggunaan dana sPp_up/GU/TU sebelumnya:

e. salinan SPD;

f. draft surat pernyataan untuk datandatangani oleh pengguna anggarao/Kuasa pengguna
anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk
kepeduan selain ganti uang persediaan saat pengjjuan Sp2D Sp2D kepada kuasa BUD;
dan

g. lampiran lain yang diperlukan diatur kemudian dengan peraturan Gubernur.

Pasal 183

Ketentuan batas SPP-UP dan Spp€U sebagaimana dimaksud pasat 182 ditetapkan datam
Pe.aturan Gubemur.

Pasal |84
Penerbitan dan pengajuan dokumen Spp/TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk
T9IlePJ"h persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran metatui ppK_
SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. surat penganlar SPP-TUj

b. ringkasan SPP-TU;

c. rincian penggunaan TU;

d. salinan SPO:

e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk ketErluan
selain tambahan uang persediaan saat pengajuan Sp2D kepada kuasa BUD; dan

f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian lambaha -._. ,persediaan: dan

g. lampiran lain yang dip€rlukan diatur kemudian dengan peraturan Gubemur.

Batas jumlah pengaiuan Spp-TU harus mendapat persetujuan dafi ppKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

(1)

(2)

(3)

356

(4)

(5)

Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam l(satu) bulan,maka sisa
tambahan uang disetor kerekening Kas Umum daerah.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikecualikan untuk .

a k€iatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;

b. kegiatan yang mengalami penundaan dariiadwal yang telah dilapo.kan yang diakibatkan
oleh peristiwa diluar kendali pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran

Pasal 185

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat
(1), Pasal 182 ayat (1), dan Pasal 184 ayat ('1)digunakan dalam rangka pelaksanaan F,engeluaran
SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 186

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gEji dan tunJangan serta
penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara
pengeluaran guna memperoleh persetuiuan pengguna anggaran/l(uasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD.

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dao tunJangan sebagaimana damaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-LS;

b ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS:

d. salinan SPP-LS:

(1)

Lampi.an dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tuniangan serta penghasilan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d daatur kemudian dengan Peraturan Gubernur'

Pasal t87

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan Jasa untuk disampalkan
kepada bendahara pengeluaran dalam rangka penga.iuan permintaan pembayaran

Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. surat pengantar SPP-LS;

b. ringkasan SPP-LS;

c. rincian SPP-LS: dan

d. salinan SPP-LS:

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dao jasa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d diatur kemudian dengan Peraturan Gubemur.

(3)

(2)

(3)

P.s.l'188

(1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau
SPP/UP/GU/TU.



(2)

(3)

(4)

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat ( t) untuk pembaya,an langsung kepada pihak ketid2
DeroasarKan r(ontrak dan/atau surat perintah ke4a setetah perhitungan xewajrban pinak keiii;
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPP-LS belanja.barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembaya.an tanosuno
kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran

SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayafan pengeluaran laUrryd
yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 189

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, dan pembiayaan oleh bendahara pengeluaran SKpKD dilakukan dengan penerbitan Spe_
LS yang daajukan kepada PPKD metatui ppK-SKpKD.

(1)

Pasal 190

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran datam menatausahakan pengeluaran
permintaan pembayaran menc€kup :

a. buku kas umum;

b. buku simoanan/bank:

c buku pajak;

d. buku panjar;

e buku rekapitulasi pengeloaran per rincian obyek, dan
f registerSPP-UP/GU/TU/LS.

Dalam rangka pengendalian penedlitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan
dibuatkan kartu kendali kegiatan.

Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f
dapat dikerjakan oleh pembantu bendahara pengeluaran.

Ookumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan penerbitan Spp mencakup
register SPP-UP/GU/TU/LS.

Pa6al 191

leltg,Syla anggaran/kuasa pengguna anggaran menetiti kelengkapan dokumen Spp-Up, Spp-
GU, SPP-TU. dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara peng;luaran.

Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10 dilaksanakan oteh
PPK-SKPD.

Dalam hal kelengkapan dokumen yang dia.iukan sebagaimana dimak;ud pada ayat (2, tidak
lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen Spp-Up, Spp-cu, Spp-TU, dan Spp-LS
kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi.

,"nl;;"fl:i.l",",
Pasal 192

Dalam haldokumen SPP sebagaimana dimaksud datam pasal 19.1 ayat (2) dinyatakan lengkap
dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SpM.

12)

(3)

Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (2) dinyatakan tadak
lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggarEtn/kuasa pengguna anggaran menolak
menerbitkan SPM.

Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan
dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandaiangani SPM.

Pasal 193

Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari
kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (2) paling lama 1

(satu) hari kerja terhitung sejak dite.imanya pengajuan SPP.

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 194

SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) diajukan kepada kuasa
BUD untuk oenerbitan SP2D.

Pasal 195

(1) Dokumendokumen yang digunakan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam
menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup :

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS : dan

b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 196

Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang
menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Pasal 197

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM€U untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pemyataan ianggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;

b. surat pengesahan pertanggung.iawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya ;

c. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap ; dan

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
ianggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup .

a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(21

(3)

(4)

(1)
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(6)

(7)

(B)

(2)

(1)

\2)

(1)

(1)

Dalam. hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

?algn] ha]. dokumen.SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dinyatakan tidak tengkap
dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu ;nggaran kuas. ir,,'
menolak menerbitkan SP2O.

Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi
wewenang untuk menandatangani SP2D.

P.sal'198
pene.bitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasat 197 ayat (6) pating tama 2 (dua) harj
kerJa terhitung sejak diterimanya pengajuan Spt
Penolakan. penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasat 197 ayat (7) palang tama .1

(satu) ha.i kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SpM.

Pasal 199

kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/gailrr _. ,!
persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga.

Pasal 200

Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan Sp2D mencakup:
a. register SP2D:
b. regaster surat penolakan penerbitan Sp2D : dan

c. buku kas penerimaan dan pengeluaran.

Paiagraf 5
Portanggungjawaban penggunaan Dana

Paaal20l

Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKpD melalui
PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 butan berikutnya.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penge,.,,_1,ar,
mencakup :

a. register pene.imaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SpJ);
b. register pengesahan laporan pedanggungjawaban pengeluaran (SpJ);
c. surat penolakan lapoEn pertanggungjawaban pengetuaran (Sp);
d. register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (Sp);
e. register penutupan kas.

Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen raporur
penanggunglawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (j) mencakup:
a. buku kas:

b. ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang
sah alas pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan
pengeluarao per rincian obyek dimaksud;

c bukli atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara: dan

d register penutupan kas.

(4) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3) huruf a ditutup setiap bulan dengan
sepengetahuan dan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(5) Dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai,
penggUna angga|an menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.

(6) Ketentuan batas waktu surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi
keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Peraturan
Gubernur.

(7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

(8) Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan bukti pertanggungjawaban atas
pengeluaran pembayaran beban langsung kepada pihak ketiga.

(9) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
pengelolaan uang yang menjadi tianggungjawabnya dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

(10) Penyampaian pedanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah diteditkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
diverifikasi dan dievaluasi.

Pasal202

Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi atas lapo.an pertanggungjawaban yang disampaikan PPK-
SKPD, 8UD berkewajiban :

a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan buktFbukti
pengeluaran yang dilampirkan;

b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang tercantum dalam
ringkasan per rincian obyeki

c. menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian obyek; dan

d. mengujj kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal203

(1) Bendahara pengeluaran p€mbantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali
dan pertimbangan obyektif lainnya.

(2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh
pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

(3) Ookumen{okumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam
menatausahakan pengeluaran mencakup :

a. buku kas umum:
b. buku panjar PPn/PPh; dan
c. buku paniar.

Bendahara pengeluaran pembantu dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

Bendahara pengeluaran pembantu waiib menyampaikan lapo.an pertanggungjawaban
f,engeluaran kepada bendahara pengeluaran pada tanggal 5 bulan berikutnya.

(1)

12)

(4)

(3)

(5)
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(6) Laporan pertanggungjawab pengetuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menc€kup:
a_ buku kas umum:
b. buku panjar PPn/PPh; dan
c. bukti pengeluaran yang sah.

(71 Bendahara pengelua€n melakukan verflkasi evaluasi dan analisis atas lapor .,

pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 204

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
benclahara penerjma dan bendahara pengelua€n sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

(2) Bendahara penerima dan bendahara pengelua.an melakukan p€meriksaan kas yang dikelola
oleh bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembanlu sekurang_
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) buhn.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2i dituangkan datam benta
ac€ra pemeriksaan kas.

Pasal 205

Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan, belanja tidak lerduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesu;i
dengan ketentuan perundang-undangan yang bedaku.

Pasal 206

Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan aplikasi komputer
dan/atau elektronik lainnya.

Pasal2O7

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan maka:
a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 't (satu) bulan bendahara pengeluaran

tersebut wajib memberikan sucat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan
pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran atas yanggung.iawab bendahara
pengeluaran yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD

b. apabila melebihi '1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan harus ditunjuk pejabat
bendahara pengeluaran dan diadakan berita acara se.ah terima.

c.' Apabila bendahara pengeluaran sesudah 3 (tiga) butan belum juga dapat melaksanakan tugas
maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dan jabatan sebagai
bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

BAB XI
KEDUOUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Belanja Pimplnan dan Anggota DPRD

Pasal 208

(1) Kedudukan keuangan DPRO adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kedldukan keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah
tersendiri.

BAB XII
KEDUOUKAN KEUANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Eagian Pertama
Gaii dan Tunjangan

Pasal 209

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan
tunjangan lainnya.

(21 Besamya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana damaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan pe.undang-unadngan yang berlaku bagi pejabat negara kecuali ditentukan
lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 210

Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing dasediakan sebuah rumah jabatan beserta
perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.

Pasal 211

Gubernur dan Wakil Gubernur masing{asing disediakan kenda.aan dinas.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional

Pasal212

(1) Gubemur dan Wakil Gubemur, karena jabatannya, dalam melaksanakan tugas disedaakan
anggaran.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (l) terdiri dari biaya rumah tangga, biaya pembelian
,nventaris kantor, biaya pakaian dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pemeliharaan
rumah jabatan, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan biaya
penunjang operasional.

Pasal 213

Biaya penunjang operasional Gubemur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal212
ayat (2) ditetapkan berdasa.kan klasifikasi pendapatan aslidaerah sebagai berikul :

a. sampaadengan 15miliar paling rendah 150jtdan paling tinggi s€besar 1,7 %;
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D,

c.

o.

e.

f.

diatas 15 miliar s/d 50 miliar paling rendah 262.5 iuta dan pating tinggi sebesar 1 %;

diatas 50 miliar s/d 100 miliar paling rendah 500 juta dan pating tinggi sebesar 0,75 %;
diatas 100 miliar Vd 250 miliar paling rendah 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 %;

diatas 250 miliar s/d 500 miliar paling rendah '1 miliar dan paling tinggi sebesar 0,25 %;

diatas 500 miliar paling rendah '1,25 miliar dan paling tinggi sebesar 0,i5 %.
BAB XIII

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian pertama
Sistem Akuntansi

Pasal 214

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah
Daerah.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan
Pe€turan Gubernur mengacu pada Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaa,,
Keuangan Daerah.

(3) Sistem Akuntansi Pemerintah Ddaerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) meliputi
serangkaian prosedur mulaidari proses pengumpulan data, penc€tatan, pengihktisaran, sampai
dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnat darl
buku besa. dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi :

a laporan realisasi anggaran
o nefaca;
c. laooran arus kas:dan
d. catatan atas laporan keuangan.

Paaal2l5
(1) Sistem Akuntansi Pemerintah DaeEh sekuiang-kurangnya meliputi :

a prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi asset tetiap/barang milik daerah, dan
d. prosedur akuntansi selain kas.

(21 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada prinsip pengendalian intem sesuai dengan Peraluran Pemeritah yang
mengatur tentang pengendalian intemal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi
oemenntahan.

Pasal2l6
(1) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh PPKD.

(21 Sistem Akuntiansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD. I

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan
prosedur penatausahaan bendaha€ penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Prarl217

Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun asset, kode akun kewajiban, dan
kode akun ekuitas dana.

Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran teridiri dari kode akun pendapatan,
kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

Kode Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dasusun dengan
memperhatikan kepentingan penyusunan laporan statistik Keuangan Daerah/Negara

Pasal 218

Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Dae.ah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transasksi yang sah_

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan secara kronologis sesuai dengan
terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal219

Transaksi atau kejadian yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 ayat ('l) selanjutnya secara periodik diposting kedalam buku besar sesuai dengan
rekening berkenaan.

Euku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditutup dan ringkas pada setiap akhir periode
sesuai dengan kebutuhan.

Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikunya.

Pasal22O

BukLr besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagaimana alat uji siiang dan
kelengkapan informasi rekening tertentu.

Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasi rincian akun yang telah
dic€tat dalam buku besar.

Baglan Kedua
Kebiiakan Akuntansi

Pasal 221

Gubernu. menetapkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan akunlansi Pemerintah Daerah
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keb0akan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar.pengakuan,
pengukuran dan pelaporan atas asset kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta lapo€n keuangan.

PeEturan Gube.nur sebagaimana dimaksud pada ayat (t) sekurang-kurangnya memuat ;

a. defenisi, pengakuan, p€ngukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a juga
mencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi asset.
Kebtakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan
teriadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi
pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan tainnya yang
dibayarkan sebagai komponen harga perolehan asset tetap_

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(1)

(2)

{3)

(1)

t2)

(1)

t2)

i

(4)

(5)
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(6) Kebijakan kapitalisasi asset sebagamana tersebut pada ayat (4) merupakan pengakuan
terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nil.,
asset tetap.

(7) lkhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap iahun anggaran dimuat dalan
c€tatan arus laporan tahun anggaran berkenaan.

Pasal222

(1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah.

(2) Kepala SKPD sebagai akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada
PPKD untuk digabung menjadilaporan keuangan Pemerintah Dae|ah.

(3) Kepala BLUO sebagai entitas Akuntasi menyusun Lapo.an Keuangan BLUD yang disampaikan
kepada PPKD untuk digabung kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaiman?
dimaksud pada ayat ( 1).

(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUO yang disampaikan
kepada Gubernur dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Eagian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daorah pada sKPD

Parag.af I
Prosedur Akuntasi Penedma.n Kas pada SKPD

Pasal 223

Prosedur akuntasi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari penc€tatan,
pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Paaal224

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup :

a. Surat Tanda bukti pembayaran;
b. srs;
c. Buktitransfer; dan
d. Nota kredit bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
b. SKR:dan /atau
c. Bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Paaal225

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas

sebagaiman dimaksud dalam pasal 224 terdiri dari :

a. Buku iurnal penerimaan kas;
b. Buku besar; dan
c. Buku besar oembantu.

Pasal 226

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 223 dilaksanakan oleh PPK
_ SKPD-

Pasal227

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam pasal
224 ayat (11 melakukan pencatatan kedalam buku jurnal penerimaan kas dengan
mencantumkan uraian rekening--lawan asal penerimaan kas berkenaan

Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaaan kas diposting kedalam buku besar rekening
DerKenaan.

Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayal (2)'ditutup sebagar
oasar penyusunan.

Paragrat 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal228

P.osedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari
pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan laporan keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara
manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
:

a. sub prgsedur akuntansi pengeluarafl kas-langsung ; dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan

uang perseclraan.

Pasal229

Bukti t ansaksi dalam prosedur yang digunakan dalam prosedur akuntansl pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam pasal228 ayat (1) mencakup l

a. SP2D; atau
b. Nota debet bank : atau
c. Eukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

\2J

(3)

(1)

(2)

(1)

l2l Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. SPM;dary'aiau
b. SPD; dan/atau
c. Kwitansi pembayaran dan bukti tanda terima bacang/jasa

Paall 230

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal228 ayat (1) mencakup :

a. buku jurnal pengeluaran kas ;

b. buku besar; dan
c. buku besar Dembantu.
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Pasal 231

Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud datam pasat 228 ayat (1) ditaksanakan oleh ppK-SKpD
Pasal 232

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti kansaksi pengetuaran kas sebagaimana damaksud datam p". ,

225 ayat (l) metakukan pencatatan kedalam buku jurn-al pengeluaran kas de r.mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
(2) Secara periodik jumal aias transaksi pengeluaran kas dipostjng kedalam buku besar rekenjng

befkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagaiqasar penyususnan laporan keuangan sKpD.

,-".0 u. o*rlijln"'iaj.3"t paa 
" 

s x p o

Pasal233
(1) Prosedur akuntansi asset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntans.,

perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, p€rubahan klasifil.ast, dan penyusutan terhadap asset
tetap yang dikuasai/digunakan SKpD.

(2) Pemeliharaan asset tetap yang bersifat rutin dan berkata tidak dikapitatisasr.
(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria

menambah volume, menambah kapasitas, menambah fungsi pen,ngkatan efisiensj dan/atau
menambah masa manfaat_

14) Perubahan klasifikasi asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan
asset tetap ke klasifikasi selain asset tetap atau sebaliknya

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupaka penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asset tetiap.

Pa8al 234

(1) Setiap asset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang
sistimatis sesuai dengan masa manfaatnya.

(2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antiara tain :

a_ metode garis lurus ;

b. metode saldo menurun ganda; dan
c. metode unit Droduksi.

(3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurut (a) merupakan penyesuaian nilai
asset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat asset tetap yang sama
setiap periode sepanjang umur ekonomisaset tetap berkenaan.(4) Metode $ldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan
penyesuaian nilai asset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan mantaat asset
tetap yang lebih besar pada periode awal pemanfaatan asset dibandingkan dengan periode
akhir sepanjang umur ekonomis asset tetap berkenaan.

(5) Metode unit prodiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan meyesuaian nilai. asset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat asset tetao berdasa.kan
unjt produksi yang dihasilkan dari asset tetap berkenaan.

(6) Penetapan umumr ekonomis asset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.

Pasal 235

Bukti transakasl yang digunakan dalam prosedur akuntansi asset sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 233 ayat (1) be.upa bukti memorial dilampiri dengan :

a berita acara penerimaan barang :

b. berita acara serah terima barang; dan

c. berita acara penyelesaian pekerraan.

Pasal 236

Buku yang digunakan untuk mencatat t.ansaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansl asset
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) mencakup :

a. buku jurnal umum i

b. buku besar: dan

c. buku besar pembantu.

Pasal 237
Prosedur akuntansi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-
SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.

Pasal 238

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksti dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
235 membuat bukti memorial.

(21 Eukti memori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi
mengeoai jenivnama asset te{ap, kode rekening, klasiflkasi asset tetap, nilai asset tetap,
tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorjal s€bagaimana dimaksud pada ayat (1) dic€tat kedalam bukuiurnal umum.

(4) Sec€ra periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian asset tetap diposting kedalam buku
besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai
dasar penyususnan laporan keuangan SKPD.

Parag.al 4
Progedur Akuntansi Selain Kas Dada SKPD

PaBal239

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran. sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi
atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual alau menggunakan aplikasi
KOm0uter.

(21 Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) mencakup :

a. pengesahan pe(anggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) ;

b. koreksi kesalahan pencatatan ;

c. pen€rimaan/pengeluaran hibah selain kas:
d. oembelian secara kredit:
e. retur pembelian kredit ;

f. pemindahtanganan aias asset tetap/baEng milik daerah tanpa konsekuensi kas ; dan

g penerimaan asset telap/ barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.
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(3)

\4)

Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ) sebagaimana dimaKsud
pada ayat (2) huruf a merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mek. i^'.-.
uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Ko.eksi kesalahan pencatatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hr'-. .
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting k'
besar.

(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagajmana djmaksud pada ayat (2) huruf c adalah
penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang
mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemerintah Oaerah.

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan transaksi
pembelian asset tetap yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang

(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian
asset tetap yang telah dibeli secara kredit.

(B) Pemindahtanganan atas asset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f merupakan pemindahtanganan asset tetap pada pahak ketiga karena sesuatu hal
tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Pene.imaan asset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 9
merupakan perolehan asset tetap akibat adanya tukar menukar (ruitslaag) dengan pihak ketiga.

Pasal240

Bukti transaksi yang digunakan dalam proseduf akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 239 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampid dengan :

a. pengesahanpertanggungjawaban,pengeluaran(pengesahanSPJ);
b berita acara penerimaan barang ;

c surat keputusan penghapusan barang ;

d. surat pengiriman barang ;

e. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD) ;

f berita acara pemusnahan barang;
9. berita acara serah terima barang;dan
h. berita acara penilaian.

Pasal 241

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan atau kejadian dalam prosedur akuntansi sL.i.l
kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 mencakup :

a. buku iumal umum i

b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

Paaal242

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat ('l) dilaksanakan oleh
PPK.SKPD.

Pa8al 243

(1) PPK-SKPD berdasarkan buktitransaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
239 membuat bukti memorial.

(21 Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi
mengenai tanggal informasi transaksi dan/atau kejadian. kode rekening, uraian transaksi
dan/atau kejadian dan iumlah rupiah.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam buku jumal urirurt

Sec€ra periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting kedalam buku besar
rekening berkenaan-

Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai
dasar penyusunan laporan keuangan SKPD.

Patagral 5
Laporan Keuangan pada SKPO

Pacal244

(1) SKPD menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang
meliputi :

a. laDoran realisasi SKPD:
b. nerac€ SKPD;dan
c. catatan atas laporan keuangan.

(21 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar
akuntansi pemerintahan

Bagian Keempat
Akuntansl Keuangan Oaerah pada SKPKo

. Paragraf I
Prosedqr Akuntansi Pen€rimaan Kas oada SKPKD

Pasal 245

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD melaputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,
pengikhtisaran samapai dengan pelaporan keuaogan yang berkaitran dengan penerimaan kas dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau
menggunakan aplikasi komputer.

Paeal 2,t5

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 mencakuo :

a. buktitranster;
b. nota kredit bank:
c. surat perintah pemindah bukuan.

(2', Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a surat tanda setoran (STS);
b. surat keteiapan pajak daerah (SKP4aerah);
c. suEt ketetapan .etribusi (SKR);
d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan: dan

Paaal247

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 245 mecakuo :

a. buku jurnal penerimaan kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar oembantu.

Pr3al 248

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dilaksanakan oleh
tungsi akuntiansi pada SKPKD.

(4)

(5)
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Pasal 249

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam

Pas;l 246 ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal penerimaen kas dengan

mencantumkan uraian rekening-lawan asal penefimaan kas berkenaan'

(2) Secara periodik jurnal atas penerimaan kas diposting kedalam buku besar rekening berkenaan

(3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar

penYusunan laPoran SKPKD.

Paragral2
Plosedur Akuntansi Pengeluaran Kas sKPKD

Pasal 250

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses dar' pencatatan'

p"ngitt'ti""r"n, sampai d-engan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeiuaran kas dalam

iang'ka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atar'

menggunakan aplikasi komPuter.

P.sa1251

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam proseclur

dimaksud dalam Pasal 250 mencakuP :

a. Surat perintah pencairan dana (SP2D)i atau
b. Nota debet bank

(?) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

a. surat penyediaan dana (SPD);
b. surat Perintah membayar;
c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan

d. kuitansi pembayaran dan buktitanda terima barang/jasa

Pasal 252

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam

sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 mencakup :

a. buku jurnal Pengeluaran kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar Psmbantu.

Pasal 253

Prosedu( akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 merupakan rur'gs

akuntansi SKPKD.

Pasal 254

t1l Funosi akuntanst sKPKD berdasarkan bukt tlansaksi p€ngeluaran kas sebagalmana dimaksud

d;l; Pasal 251 ayat (1) melakukan pencatatan kedalam buku jurnal pengeluaran kas dengan

mencantumkan uraian rekeninglawan asal pengeluaran kas berkenaan'

akuntansi pengeluaran kas sebagaimana

prosedur akuntansi pengeluara' r'''

(2) Seca.a periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting kedalam buku besar rekening

oerKenaan.

(3) Setiap akhk periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup sebagai

dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.

Paragraf 3
Prosedur Akuntansl Aset pada SKPKo

Pasal 255

(1) Prosedur akuntansi asset pada SKPKD meliputi serangkaian pfoses penc€tatan dan pelaporan

akutansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan' pemindahtanganan
perubahan klasiftkasi. dan penyusutan terhadap asset tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD
yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Q\ Froiedur akuntansi asset pada sKpKD digunakan sebagai atat pengendati dalam pengetotaan

asset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Pasal256

Bukti transaksi yang digunakan dalam pfoseduf akuntansi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal

251 berupa bukti memorial dilampiri dengan :

a. berita aca|a penerimaan barang;
b. surat keputusan penghapusan barang;
c. surat keputusan mutasi barang;
d. berita acara pemusnahan barang,
e berita ac€ra serah terima barang;
f. berita acara penilaian; dan
g berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal257

Buku yang digunakan untuk menc€tat transaksa dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi asset

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 mencakup i

a. buku jurnalumum;
b. buku besar;dan
c. buku besar pembantu.

Pasal258

prosedur akuolansi asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 dilaksanakan oleh fungsi

akuntansi pada SKPKD.

Pasal 259

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/aiau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 256 membuat bukti memorial.

(2\ Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi

mengenai jenis/nama asset tetap, kode rekening' klasifikasi asset tetap, nilai asset tetap,

tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat kedalam buku jurnal umum'

(41 Secara periodik jumal atas lransaksi dan/alau kejadian asset tetap diposting kedalam buku

besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai

dasar penyusunan lapo€n keuangan SKPKD.
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Paragraf il
Prosedur Akuntansl Selain Kas pada SKPKD

Pasal 260

(1) Pfosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi

atau ke;adian selain kas yang dapat dilakukan sec€ra manual atau menggunakan aplikasi

komputer.

Q\ Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

koreksi kesalahan Pembukuan;
penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir

tahun:
reklasifikasi belanja modal menjadi asset tetap; dan
reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan dikemudian hari.

Pasal261

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 260 ayat ('1) berupa bukti memorialdilampiri dengan :

berita acara penerimaan barang;
surat keputusan penghapusan barang;
surat keputusan mutasi barang (antar SKPKD);
berita acara pemusnahan barang;
berita acara serah terima barang;
berita acara penilaian; dan
berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 262

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau ke.iadian dalam p'osedur akuntansi selain

kas sebag;imana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) mencakup :

a. buku jurnalumum:
b. buku besar, dan
c. buku besar Pembantu

Pasal 263

Paragraf 5
LaPoran Keuangan Pada SKPKD

Pasal 265

(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara pe'iodik kepada Gubernur'

(21 Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan.disajikan sesuai dengan
peiaturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan

BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasl Semester Pertama
Anggaran PendaPatan dan Belanja

Paaal 266

(1) Kepala SKPD menyusun lapo.an realisasi smester pertama Angga'an Pendapatan dan Belania

SKPD sebagai hasil pelaksanaan Aanggaran yang menjadi tanggungjawabnya'

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan

berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan

kepada pejabat pengguna angggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi senmester

pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis umtuk 6(enam) bulan

berikutnya pating lama 7(tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun angggatan

berkenaan berahir.

(4) Pejabat pengguna aoggaran meflyampaikan laporan realisasi semester penama anggaran

p"ndap"ian d-n belanja SKPD serta progrpsis untuk 6 (enam )bulan berikutnya sebagarmana

dimaksudpadaayat(3)kepadaPPKDsebagaidasarpenyusunan|aporanrea|isasisemester
pertama AirBD piting lama'10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun angggaran

berkenaan berahir' 
Pasar 267

PPKD menyusun lapofan realisasi semester APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan

realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 266 ayat (4) paling lambJiminggu kedua bulan juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan

keoada Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah-
Pasal 268

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis -untuk.6 (enam) bulan berikutnya

seLagaimana dimaksud dalam passal 266 disampaikan kepada Gubemur paling lambat minggu

i"tigi Uuf"n juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan relisasi semester

pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) b€rikutnya

Paaal 269

Laporan relisasi semester pertama APBO dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

se6ig"iman" dimaksud dalam pasal 266 disampaikan kepada DPRD paling tambat akhir bulan juti

tahun anggaran berkenaan.

b.

c.
d.

a.
b.
c
d.
e.
f.

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) dilaksanakan ter'

fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal264

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 260 membuat bukti memorial.

(2\ Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi

rnunt"n"i t"ngg.f t;ansaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau

kejadian, dan jumlah rupiah

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku,umal umum

(4) Secara periodik iumal atas transaksa dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku

besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditutup sebagai

dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
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Bagian kedua
Laporan Tahunan

Pasal270

PPK -SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai
Pelaksanaan angggaran SKPD.

angggaran berkenaan dan
laporan pertangungjawaban

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ppKD sebagai
dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal271

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 270 ayal (1) disampaikan
kepada Gubemur melalaui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setetah tahun angggaran
berakhir.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pejabat penggu,
anggaran sebagai hasil pelaksaoaan anggaran yang berada di SKPD yang meniadi
tan9un9jawabnya.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdi.i dari :

a. Laporan relisasi anggaran;
b. Neraca; dan
c. Catatan atas laporan keuangan .

Lapo.an keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat
pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBO yang menjadi tanggungjawabnya telah
diselenggaarakan berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal272

PPKD menyusun iaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan-
laporan keuangan SKPO sebagaimana dimaksud dalam paal271 ayat (3) paling lambat 3(tiga)
bulan setelah berakhirnya tahun angaran berkenaan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerr'
dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) terdiridari :

a. Lapo€n relisasi anggaran;
b. Neraca;dan
c. Catatan atas laporan keuangan

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan
Peraturan Peme.intah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar
realisasi kineia dan lapo€n keuangan BUMD/Perusahaan Daerah.

Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dari ringkasatr
laporan keterangan pertanggungjawaban Glbernur dan laporan kinerja intern di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Penyusunan laporan kinerja intern sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai laporan kinerja intern dilingkungan
Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat pemyataao Gubernur yang menyatakan pengelolaan APBD yang meniadi
tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistim pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 273

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 272 ayat (2) disampaikan oleh
Gubemur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan palang

lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Gubemur memberikan tanggapan dan melakukan menyesuaian terhadap lapgran keuangan
Pemerintah Daerah berdasarkan hasil Pemefiksaaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Rap€rda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO

Pasal274

Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggacan
berakhir.

Ranc€ngan Pe,.aturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (t) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas. c€tatan atas laporan keuangan, serta dilampiridengan laporan kinerja
yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Paeal275

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil
pemeriksaan, Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanqgungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lapot'an keuangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran. neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa 8PK dan ikhtaar laporan
keuangan Badab Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal276
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung.iawaban Pelaksanaan ABPD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Gubemur tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Rancangan Peraluran Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lamDiran terdiri dari :

a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. penjabaran laporan realisasi.

?aael277

Rancangan Perturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 276 ayat (1) dirinci dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang
penjabaran pertanggunqiawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiran lerdiri dari :

a. ringkasao laporan realisasi anggaran; dan

(8)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

t2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

{6)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(7)
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b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 278

(1) Agenda pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) ditentukan oleh DPRD

(2) Perstujuan be.sama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama '1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan Petaturan
Dae|ah diterima.

Pa6al 279

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasakan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah laporan keuangan yang telah
diaudit oleh BPK dan telai diundangkan dalam lemba€n daerah.

Bagian Keempat
Evaluasl Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Pe.tanggungiawaban Polaksanaan APBD dan
Poraturan Gubemut tentang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelak3anaan APBD

' Pasal 280

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ''
disetu;ui bersama DPRD dan rangcangan Peraturao Gubernur tentang Penja

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama -
(tiga)h;;i k;rja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menter' Dalam Negeri
kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kelia terhitung sejak diteramanya rancangan

dimaksud.

(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasilevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang' 
pi:rtanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang
penjabaran tanggungiawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum

dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancano'

Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur menjadi Peraturan Daerah '

Peratutan Gubemur.

Pasal 281

Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Gncangan Peraturan Daerah tentang

Perlanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan.ancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

eertanggungiawaOan Pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepeitingan umum dan peraturan

perundang-undangan yang tebih tinggi, Gubernur bel'sama DPRD wajib melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (ujuh) hari kerja terhitunq sejak diterimanya hasil evaluasi

BAB XV
PENGAWASAN, PENGENOALIAN DAN PEMERIKSAAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 282

(1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan

yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam

Pe.aturan Daerah lentang APBD.

(3) Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal283

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Gubernur mengatur dan menyglenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang d(ancang' ' 
untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaaan tujuan Pemerintah Daerah
yang tercermin dari kehandalan laporan keuangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangafl

(3) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi

kriteria sebagai berikut :

terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
terselenggaranya penilaian risiko;
terselenggaranya aktivitas pengendalian;
terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan

terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian

(4\ Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat ('1) berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang bedaku.

Eaglan Ketlga
Pomeriksaan Ekstern

Pasal 284

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung.iawaban keuangan Daerah dilakukan oleh BPK 6esuai

dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KERUGIAN DAERAH

Pssal 285

(1) Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian

seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o.
c.
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\2)

(3)

(1)

(2j

(3)

Bendahara Pegawai Negeri Slpil bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
secara langsung merugikan Keuangan Daerah, wajib mengganti kerugian te.sebut

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam

SKPD yang bersangkutan terjadikerugian akibat perbuatan dari pihak manapun

Pasal 286

Kerugian Daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur
dan diberitahukan kepada BPK pating lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah itu

diketahui.

Segera setelah kerugian daefah tersebut diketahui, kepada bendahara, Pegawai Negeri Sipil
bukan bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 segera dimintakan surat pernyataan

kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan

bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.

Jika surat keterangan tanggungjawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat
menjamin pengembalian kerugian Daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan
pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan

Pasal 287

Dalam hal bendahara. Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara' atau Pejabat lain yang dikenai

tuntutan ganti kerugian Daerah berada dalam pengampuan' melarikan diri, atau meninggal

dunia, penuntutan dan penagihan terhadapoya beralih kepada pengampu/yang memperoleh

hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya' yang berasal dari

bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau peiabat lain yang bersangkutan

Tanggung jawab pengampu yang memperoleh hak/ahli wa.is untuk membayar ganti kerugian

Da;h s;bagaimana dimaksud pada ayat ('1) menjada hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun

sejak keputu;an pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara pegawai negeri

sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan' atau sejak bendahara, pegawal

negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan din atau

meninggal dunaa, pengampu/yang memperoleh hak ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat

yang berwewenang mengenai adanya kerugian daerah

Pasal 288

Ketentuan penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana diatur dalam pe'aluran menteri ini

berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik Daerah, yang berada dalam penguasaan

bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan penye'lesaian kerugian Daerah dalam Peraturan Menteri ini berlaku pula untuk

pengelola Peru;ahaan Daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan

i<euingan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan lersendiri

Pasal 289

Eendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan peiabat lain yang telah ditetapkan untuk

mengganti kerigian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara' pegawai negeri sipil bukan

bendahara, dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkulan dari tuntutan ganti rugi'

Pasal 290

Kewajiban bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara'.alau pejabal lain untuk membayar gant'

rugi. menjadi kadaluarsa iika dala; waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau

datam wjttu I ( delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan gantr rugl

terhadap yang bersangkutan.

Pasal 29'l

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap b

Bendahara ditetapkan oleh BPK.
Apabila dalam pemeriksaan kerugiaan daerah ditemukan unsur pidana BPK menindak

lanJutrnya sesuai dengan peraturan peaundang-undangan

Pasal 292

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara ditetapkan oleh

Gubernur.

Pasal 293

Keteotuan lebih lanjut mengenai tata cara tuntutan ganti kerugian dae'ah diatur dengan Peraturan

Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bedaku
BAB XVII

PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 294

(1) Gubernur dapat menetapkan SKPD atau unit ker.ia pada SKPD yang tugas pokok dan fungslnya

bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum

12) Pelayanan umum sebagaamana dimaksud pada ayat ('1) berhubungan dengan :

a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitias pelayanan masyarakat;
b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomlan

masyarakat atau layanan umum dan,/atau;
c- Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan

kepada masyarakat.

(3) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)huruf a
diorioritaskan antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersrhan, pengelolaan limbah'

pengelolaan pasar, Pengelolaan

Pasal 295

(1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

12]l Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak.diP-isahkan serta dikelola dan

dima;faatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan'

Paaal 296

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasai 295-J at (1) SKPD atau unit keia pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD dibenkan

fleksibililas dalam pengelolaan keuangan.

(1)

\2)
(3)

(1)

(2)

(1)

(21

(1)

\2)
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(1)

(2)

Pasal 297

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah diatur tersendiri
oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XVIII
PENGATURAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 298

Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan
pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

(3) Peraturan Gubernur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), juga memuat tata cara penunjukan pejabat yang diberi wewenang
BUD, kuasa BUD, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, dan
bendahara pengeluaran yang berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Pasal 1gZ
ayat (3), Pasal 197 ayat (8), dan Pasal 207.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 299

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan
datetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 300

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 301

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara'

Ditetapkandi Kendari
Pada tanggal 20 November 2008

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 20 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2OO8 NOMOR
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 8 TAHUN 2008

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN OAERAH

I UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur
dalam Undang{ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat
dinilai dengan uang sehingga perlu dlkelola dalam suatu system pengelolaan Keuangan
Daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimakasud merupakan subsislem dari
system pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Dae|ah.

Sesuai ketentuan pasal 182 dan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Ketentuan pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan l(euangan Daerah, rnenegaskan bahwa ketentuan tentang
pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Oaerah disesuaikan
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
Peraturan Oaerah tentang Pokok?okok Pengelolaan Keuangan Daerah memuat ketentuan
yang meliputi :

- asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah
- kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- asas umum dan StrukturAPBD
- penyusunan RKPD. KUA, PPAS, RKA.SKPD dAN DPA-SKPD
- penyusunan dan Penetapan APBD
- Delaksanaan dan oerubahan APBD
- pengelolaan kas umum Daerah
- penaia usahaan Keuangan Daerah
- pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- akutansi keuangan Daerah
- pengendalian delisit dan penggunaan surplus APBD
- pengelolaan piutang Daerah
- pengelolaan investasi Daerah
- pengelolaan barang milik Daerah
- pengawasan, pengendalian dan pmeriksaan keuangan Daerah
- kerugian Daerah
- pengelolaan keuangan BLUD
- kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Kedudukan Keuangan Gubernur dan wakil Gubemur.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah memberikan
peran dan tanggungjawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem
pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan
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keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik
Daerah, Iarangan penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang dikuasai
Negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi rt-l
peraooran.

Sehubungan dengan hal itu, dalam peraturan daerah ini diperjelas posisi satuan kerja perangkat
daerah sebagai instansi pengguna anggaran dan pelaksana program Sementara itu peraturan
daerah ini juga menetapkan posisi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai
Bendahara Umum Daerah. Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dipusatkan di
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Berkaitan dengan sistem pengeluaran dan sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan
pertanggungjawaban dan akuntabilitas satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari
pelaksanaan verifikasi (pengurusan administrasi) dan penerbitan SPM (pengurusan
pembayaran) berada dalam satu kewenangan tunggal (Satuan Kerja Pengelola Keual:
Daera), fungsi peoerbitan SPM dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan inijuy..
diharapkan dapat menyederhanakan seluruh proses pembayaran. Dengan memisahkan
pemegang kewenangan dari pemegang kewenangan komptabel, check and balance mungkin
dapat terbangun melalui (a) ketaatan terhadap ketentuan hukum, (b) pengamanan dini melalul
pemeriksaan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku, (c) sesuai dengan spesifikasi
teknis, dan (d) menghindari pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan
memberikan keyakinan bahwa uang daerah dikelola dengan benar.

Selanjutnya, sejalan dengan pemindahan kewenangan penerbitan SPM kepada satuan ke.ja
perangkat daerah, jadwal penerimaan dan pengeluaran kas secara periodik harus
diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit pengguna kas.
Untuk itu, unit yang menangani perbendaharan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
malakukan antisipasi se€ra lebih baik terhadap kemungkinan kekurangan kas. Dan sebalaknya
melakukan rencana untuk menghasilkan tambahan dan pemanfaatan kesempatan melakukan
investasi dan kas yang b€lum digunakan dalam periode jangka pendek

Atas dasar pertjmbangan tersebut diatas maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

II, PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam
Peraturan daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian
atas istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalapahaman
dalam menafsirkan.

Pasal2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal5

Pasal 6 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)
ayat (4)

Pasal I
Ayat (3)

Pasal9

Pasal 10

Pasal 1 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal '14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)

kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan
p€merintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

ayat (5) :Cukupjelas

Pasal 7 ayat (1) : Cukupjelas
ayat (2) : Tim anggaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan

melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat pemerintah daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesualdengan kebutuhan

ayat (3) : Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah
yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagihasil.

: Cukup jelas

: Cukupjelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

rCukupjelas

:Cukupjelas

:Cukupjelas

r Cukup jelas

:Cukupjelas

: - Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
yang bersangku!an.

- Fungsi perencanaan mengandung a.ti bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

- Fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman
untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Negara sesuaidengan Ketentuan yang telah ditetapkan.

- Fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk
mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

- Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggar€n pemerintah
dae€h menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukupjelas
: Cukup jelas
: Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran ya ,,.

fungsi Sekretariat Oaerah membantu kepala daerah dalam menyusun

ayat(2, : Cukupjelas

384

Pasai 19 ayat (1) Cukupjelas
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Pasal 20

Pasal 2'1

Pasal22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal39

Pasal 40

Pasal 41 ayat (1)

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal45

Pasal 46

Pasal4T

Pasal4S

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 5'1

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal6l

Pasal 62 ayat ('1 )
ayat (2) huruf a

huruf b

ayat (2) : Perki.aan yang terukur secara raslonal setidak{idaknya merupakan
perkiraan yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang
bersangkutan

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukupjelas

: Cukup jelas

:Cukupjelas

:Cukupjelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

:Cukupjelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

Untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil disamping
beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan p.ofesi,
prestiasi kerja diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari
raya, tunjangan penghargaan purna tugas, asuransi kesehatan dini,
general chek up, satya lencana karya satya, penghargaan
pengabdian masa kerja, biaya uang duka dan biaya pemakaman,
biaya perawatan akibat kecelakaan dalam tugas.
Cukuo Jelas
Cukup Jelas
Cukuo Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

: Cukup jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

. Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
:CukupJelas
: Investasi (penyertaan modal) daerah merupakan dana yang

disisjhkan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan /
pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja,
pembentukan dana secara bergulir kepada kelompokmasyarakat,
pemerian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah-

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

ayat (21

ayat (3)
ayat (4)
ayat (5)
ayat (6)
ayat (7)
ayat (8)
ayat (9) : Cukup Jelas
ayat (t0) : Cukup Jelas

Huruf c
Huruf d

Pasal63

Pasal 64

Pasal 65

Pasat bb

Pasat b/

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

PasEl71
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Pasal72

Pasal 73

Pasal 74

Pasal 75

Pasal 76

Pasal77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 8'1

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 99

Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102

Pasal '103

Pasal 104

Pasal 105

Pasal 106

Pasal 107

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

i CukuP Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

. Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110

Pasal 11'1

Pasal112

Pasal 113

Pasal 1 14

Pasal 1'15

Pasal 116

Pasal 117

Pasal 118

Pasal 119

Pasal '120

Pasal 12'1

Pasal 122

Pasal 123

Pasal 124

Pasal 125

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 128

Pasal 129

Pasal 130

Pasal 131

Pasal 132

Pasal 133

Pasal 134

Pasal 135

Pasal '136

Pasal 137

Pasal 138

Pasal 139

Pasal 140

Pasal 141

Pasal142

Pasal 143

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

i Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: cukup Jelas

: CukuP Jelas

: Cukup Jelas

; cukup Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

; Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
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Pasal 'l44

Pasal 145

Pasal 146

Pasal147

Pasal 148

Pasal 149

Pasal 150

Pasal '151

Pasal152

Pasal 153

Pasal 154

Pasal 155

Pasal 156

Pasal 157

Pasal 158

Pasal 159

Pasal 160

Pasal 161

Pasal 162

Pasal 163

Pasal 164

Pasal 165

Pasal 166

Pasal 167

Pasal 1168

Pasal 169

Pasal 170

Pasal 171

Pasal 172

Pasal 173

Pasal '17 4

Pasal 175

Pasal 176

Pasal177

Pasal 178

Pasal 179

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

. Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Pasal 180

Pasal 181

Pasal 182

Pasal 183

Pasal 184

Pasal 185

Pasal 186

Pasal 187

Pasal 188

Pasal 189

Pasal '190

Pasal 191

Pasal 192

Pasal '193

Pasal '194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Pasal200

Pasal 201

Pasal202

Pasal 203

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 206

Pasal 207

Pasal 208

Pasal 209

Pasal210

Pasal 211

Pasal212

Pasal213

Pasal214

Pasal215

:CukupJelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jeias

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
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Pasal 216

Pasal217

Pasal 218

Pasal219

Pasal220

Pasal221

Pasal222

Pasal223

Pasal224

Pasal225

Pasal226

Pasal 227

Pasal228

Pasal229

Pasal 230

Pasal23l

Pasal232

Pasal 233

Pasal234

Pasal235

Pasal236

Pasal237

Yeset zJd

Pasal239

Pasal240

Pa6al241

Pasal242

Pasal243

Pasal244

Pasal245

Pasal 246

Pasel247

Pasal248

Pasal 249

Pasal 250

Pasal 251

i Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

:CukupJelas

i Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

i Cukup Jelas

:CukupJelas

Pasal252

Pasal 253

Pasal 254

PasatzSS

Pasal256

Pasal257

Pasal 258

Pasal259

Pasal 260

Pasal261

Pasal262

Pasal263

Pasal 264

Pasal 265

Pasal 266

Pasal267

Pasal 268

Pasal269

Pasal 270

Pasal271

Pasal272

Pasal273

Pasal27 4

Pasal275

Pasal276

Pasal277

Pasal278

Pasal279

Pasal 280

Pasal 281

Pasal282

Pasal 283

Pasal284

Pasal285

Pasal 286

Pasal287

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

r Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

; Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

i Cukup Jelas
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Pasal 288

Pasal 289

Pasal 290

Pasal 291

Pasal292

Pasal 293

Pasal 294

Pasal 295

Pasal 296

Pasal 297

Pasal 298

Pasal 299

Pasal 300

Pasal 301

: CukuP Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

: CukuP Jelas

: CukuP Jelas

: CukuP Jelas

. CukuP Jelas

. Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: CukuP Jelas

: CukuP Jelas

: CukuP Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR B
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